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ABSTRAK

Kejahatan seksual terhadap anak diatur dalam Undang-undang Nomor 35
Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak. Kejahatan sesksual yang dilakukan
terhadap anak akan memberikan pengaruh yang besar terhadap nilai kesehatan,
nilai kesusilaan, Rehabilitas sosial serta perlunya pendampingan sosial di dal
perkembangannya. Oleh sebab itu, anak perlu mendapatkan hak-haknya sebagai
korban. Di kota Pekanbaru jumlah terhadap anak korban kejahatan seksual pada
tahun 2018 yaitu 73 orang dan jumlah anak korban kejahatan seksual pada tahun
2019 yaitu 58 orang.

Penelitian ini Dbertujuan untuk mengetahui bahwa dengan adanya
perlindungan yang diberikan kepada anak korban kejahatan seksual di wilayah
kota Pekanbaru serta adanya bentuk-bentuk perlindungan yang sebagaimana telah
ditetapkan dan diterapkan diwilayah hukum Polresta Pekanbaru. Penelitian ini
dilaksanakan di Kota Pekanbaru, Khususnya di Polresta Pekanbaru.

Dalam Teknik Pengumpulan data yang digunakan Penulis adalah
Penelitian lapangan dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian diolah dan
dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya di sajikan secara deskriptif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) sebagai anak korban
kejahatan seksual di Kota Pekanbaru agar terhindar dan dapat terlindungi dari
perbuatan yang akan mengalami rangsangan kejahatan seksual terhadap dirinya.
Dalam hal ini peran penting bagi orang tua dan peran penting pada
masyarakat/lingkungannya agar memberikan perhatian dan pengawasan sehingga
tidak terjadi timbulnya perbuatan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual.
(2) adapun bentuk-bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban
kejahatan seksual diwilayah Hukum Polresta pekanbaru yaitu yang telah
berdasarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan
sesuai aturannya. Kemudian dengan adanya proses pelaksanaan perlindungan
hukum terhadap anak korban kejahatan seksual adapun pihak yang berperan aktif
untuk melakukan tugasnya dengan penuh tanggungjawab agar dapat memberikan
perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Sebagai Korban, Kejahatan Seksual



ABSTRACT
Sexual crimes against children are regulated in Law Number 35 of 2018
concerning Child Protection. Sexual crimes committed against children will have
a great influence on health values, moral values, social rehabilitation and the
need for social assistance in their development. Therefore, children need to get
their rights as victims. In the city of Pekanbaru, the number of child victims of
sexual crimes in 2018 was 73 people and the number of child victims of crime in
2019 was 58 people.
This study aims to find out that with the protection given to child victims of crime
in the city of Pekanbaru and the forms of protection that have been established
and applied in the jurisdiction of the Pekanbaru Police.
This research was carried out in the city of Pekanbaru, especially at the
Pekanbaru Police. The data collection technique used by the author is field
research and interviews. The collected data is then processed and analyzed
qualitatively and then presented descriptively.
The results obtained from this study are (1) as a child victim of a sexual crime in
Pekanbaru City in order to avoid and be protected from actions that will cause
crime against him. In this case, parents have an important role and an important
role in the community/environment to give attention and supervision so that there
are no acts against children as victims of sexual crimes. (2) as for the forms of
implementation of legal protection for child victims of crime in the jurisdiction of
the Pekanbaru Police, namely those that have been based on the provisions of the
laws and regulations that have been stipulated according to the rules. Then, with
the legal protection process for child victims of sexual crimes, there are parties
who play an active role in carrying out activities with full responsibility in order
to provide legal protection for child victims of sexual crimes.

Keywords : Legal Protaction, Child As Victim, Sexual Crimes
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi masa depan yang akan menjadi penerus bagi
bangsa. Anak juga memiliki keterbatasan untuk memahami maupun untuk
melindungi dirinya dari berbagai macam pengaruh sistem yang telah ada.
Dapat dilihat dari pengertian Anak tersebut sangat mengesankan untuk suatu
bangsa karena anak adalah penerus bangsa yang akan menjadi pemimpin.
Dengan begitu anak perlu dilindungi dengan sepenuhnya karena anak belum
memahami sesuatu yang terlalu sulit diranahnya. Kemudian anak juga
memiliki keterbatasan maka dari itu disuatu negara perlu sekali melindungi
anak baik itu dari berbagai sistem yang telah dibuat.

Pentingnya melakukan perlindungan hukum dalam korban kejahatan
seksual yang bukan hanya masalah di Nasional tetapi juga terjadi pada
masalah Internasional. Oleh sebab itu, hal ini sangat diperhatikan lebih dalam.
Pada masalah ini dapat di lihat pada bentuk Declaration of basic principles of
justice victim of crime and abuse power yang dilakukan pada Perserikatan
Bangsa-bangsa (PBB). Pada bulan September Tahun 1985 adanya Longless
Offerendess di Milan,ltalia : “offenderrrs or third parties responsible for their
behavior should, where appropriate, make fair restitution to victims, their
families or dependants. Such restitution should include the return of property

or payment for the harm or loss suferend, reimbursement of expenses uncured



as a result of the victimazation, the provision of service and the
restoration of the sights.”.hasil dari Congress tersebut yaitu adanya
perlindungan yang tidak hanya perlindungan korban tetapi secara meluas dan
adanya Perlindungan yang menyalahgunkan kekuasaan. (Aprilianda, 2017, pp.
319-326)

Masalah perlindungan anak telah di tangani hingga ke Internasional
sehingga Perserikatan Bangsa-bangsa telah membentuk yang mengenai
masalah perlindungan anak pada bulan September tahun 1985. Maka saat itu
dibuat suatu congress untuk melindungi anak baik itu dari korban, saksi,
pelaku dan tidak hanya itu congress tersebut juga membuat perlindungan yang
menyalahgunakan suatu aturan kekuasaan dengan secara bebas.

Diperlukannya hubungan kerjasama Internasional agar terciptanya
keadaan yang meningkat dalam kehidupan di setiap Negara. Saat ini semua
Negara juga mengakui bahwa kondisi anak yang bermasalah itulah yang harus
diperhatikan lebih fokus. Dalam hal ini Declaration Hak-hak Anak
menyatakan bahwa pada anak yang sebelum dan sesudah kelahiran
membutuhkan keamanan hukum yang baik dan memelihara anak secara baik.

Dengan dilakukan kerjasama antara negara dalam konsep melindungi
anak, karena melindungi anak ini sangat diperhatikan lebih serius lagi maka
dari itu kerjasama Internasional tersebut melakukan demikian yang mengenai
hak-hak anak. Bahwa hak-hak anak itu telah dilindungi dan anak salam

kandungan hingga anak yang telah keluar kandungan yang sangat



membutuhkan keamanan hukum yang sangat dijamin dan adanya memelihara
anak dengan baik.

Pada tanggal 20 November 1989 yaitu Majelis Umum Perserikatan
Bangsa-bangsa menyetujui konvensi terhadap Hak-hak Anak yaitu menyakini
bahwa sekelompok keluarga dan juga dilingkungan Masyarakat bisa
menumbuh kembangkan lingkungan yang  secara alami dan dapat
mensejahterakan anggotanya baik itu pada pertumbuhan Anak lebih
diperhatikan dan juga diberi Perlindungan sehingga di setiap keluarga dapat
terbantukan untuk Tanggungjawabnya di Masyarakat. Selain itu Konvensi
Hak-hak Anak menyadari bahwa untuk melakukan Perkembangan
Kepribadian Anak yang penuh dan serasi, maka dengan itu dapat dilihat dari
lingkungan keluraga yang bahagia dan memberikan kasih saying kepada anak
secara penuh dan pengertian yang lebih banyak. (Mansur & Gultom, 2007, p.
124)

Kemudian dengan adanya majelis PBB ini pada tanggal 20 November
1989 telah menyetujui konvensi yang mengenai hak anakbyang berisi tentang
melindungi anak itu dilihat dari pihak keluarga dan lingkungan masyarakatnya
bahwa yang paling utama dalam melindungi anak adalah bagaimana cara
perlakuan yang digunakan oleh keluarga dalam melindungi anak baik itu dari
perlakuan kasih sayang yang diberikan kepada anak kemudian cara keluarga
memahami sokap ana yang perlu dibimbing. Kemudian dari lingkungan
masyarakat bagaimana cara sebuah lingkungan masyarakat memberikan

contoh perlakuan yang bersifat baik sehingga dapat menjadi pengaruh yang



besar dalam perkembangan anak sehingga anak dapat dilindungi dengan
penuh pengertian yang baik.

Mengingat perlu adanya Perjanjian Internasional tentang Hak-hak
Ekonomi Sosial dan Politik pada Pasal 23 dan Pasal 24 dan adanya Perjanjian
Internasional tentang Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya pada Pasal 10
yaitu dengan adanya Ketentuan-ketentuan dan Organisasi Internasional
tersebut lebih memperhatikan kepada Kesejahteraan Anak. (Mansur &
Gultom, 2007, p. 124)

Di Indonesia yang mengenai hak asasi manusia begitu berpengaruh dan
dijunjung tinggi, karena mengenai hak asasi manusia terdapat hak asasi anak
yang dengan ini adalah anak yang termasuk ke dalam hak asasi manusia itu
yang telah di tandai dengan jaminan diberinya perlindungan anak dan
pemenuhan hak anak dimana telah tertuang di dalam Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat adanya beberapa aturan
perlindungan anak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan Undang-undang
tentang Sitem Peradilan Pidana Anak , berbeda pada Undang-undang Nomor
35 Tahun 1997 yang merupakan Undang-undang tentang Pengadilan Anak.
Pada bunyi Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 vyaitu
Sistem Peradilan Anak merupakan seluruh proses Penyelesaian Perkara pada
anak yang berhadapan dengan Hukum dapat dilihat dari tahap Penyidikan

hingga tahap Pembimbingan setelah mejalani perkara Pidana



Dapat dilihat dari pengertian pada Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu
segala proses dalam menyelesaikan suatu tindak pidana kepada anak yang
telah berurusan pada hukum baik itu dalam proses penyidikannya sampai
dengan tahap proses pembimbingan anak yang telah menjalani perkara tindak
pidana tersebut.

Menurut Setyo Wahyudi Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu aturan
Penegakan Hukum Peradilan Pidana Anak terdiri dari beberapa komponen
yaitu Penyidikan Anak, Komponen terhadap Tuntutan pada Anak, Komponen
pada Pemeriksaan Hakim Anak, dan Komponen menyelesaikan Sanksi
Hukum Pidana belandasan Hukum Pidana Materil Anak maupun Hukum
Pidana Formil pada Anak. Adapun Penyelesaian Sanksi Hukum Pidana Anak.
Dengan itu, adanya tujuan kepentingan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak
yang menekankan menjadi tujuan bagi Sistem Penegakkan Peradilan Anak.
(maidin, 2012, p. 75)

Telah dilihat dari suatu pendapat dari Styo Wahyudi bahwa Sistem
Peradilan Pidana Anak adalah aturan dari beberapa komponen dalam
menegakkan hukum pada Peradilan yaitu daru penyidikkan kemudian adanya
komponen tuntunan pada anak kemudian pada pemeriksaan hakim anak dan
hingga komponen dalam menyelesaikan pada saksi hukum pidana. Semua
komponen tersebut yang telah berlandasan pada hukum pidan Formil dan
hukum pidana Materil anak dengan begitu tidak terlepas dengan tujuan untuk
melindungi anak dan mensejahterakan kehidupan anak pasa Sistem

penegakkan peradilan anak.



Undang-undang tentang Perlindungan Anak yaitu macam-macam masalah
yang dihadapi anak berupa Ekploitasi, Pelantaran, adanya Kekerasan, adanya
Perdagangan terhadap Anak, adanya Adoptasi secara Ilegal dan masalah yang
lain juga. Anak adalah termasuk sekelompok generasi yang paling rentan
dikarenakan fisiknya uyang masih lemah dan daya tangkapnya yang belum
sempurna. Dalam keadaan ini, maka anak akan mudah diperdayakan untuk
kepentingan oleh orang dewasa.

Masalah anak yang sering dihadapi yaitu selain kekerasan pada anak
kemudian adanya ekploitasi, adanya melantarakan pada anak, adanya
perdaganggan pada anak. Diamana masalah ini telah tertuang ke dalam
Undang-undang perlindungan anak karena dalam keadaan terswbut
pemerintah sangat memperhatikan gnak yang menjadi generasj penerus
bangsa maka dengan adanya Undang-undang perlindungan anak akan
mengatasi masalah yang di hadapi.

Dalam hal ini adanya catatan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban (LPBK) yaitu meningkatnya Permohonan Perlindungan
Kekerasan Seksual pada anak dan terjadi Peningkatan Jumlah yang jauh lebih
besar dalam Tindak Pidana. Puncaknya peningkatana kasus kekerasan seksual
pada anak yaitu dari 2018 menjadi 206 kasus,dan bertambah setiap tahunnya.
Kemudian adanya kenaikan yang terjadi pada permohonan Perlindungan
Kejahatan Seksual pada anak yaitu tahun 2016 korban sebanyak 35, terjadi
Peningkatan pada tahun 2017 yaitu korban sebanyak 70, pada tahun 2018

korban juga meningkat yaitu sebanyak 140, namun pada tahun 2019



mengalami penurunan permohonan Perlindungan Kejahatan Seksual pada
anak yaitu korban sebanyak 78. (Sumirat. 2016. HIm. 26)

Kekerasan seksual di Indonesia kian tahun semakin melonjak dan sudah
mengancam bagi semua orang dan harus waspada karena kekerasan kejahatan
seksual pada anak ini merupakan seseorang remaja maupun dewasa yang
melakukan anak sebagai rangsangan. Dengan hal ini maka perlu adanya
dorongan yang diperlukan anak sebagai korban kejahatan seksual. (Diesmy
Hurairai, 2015, p. 6)

Dilinat dari kasus kejahatab yang terjadi kepada anak yang sangat
melonjak setiap tahun terjadi di Indonesia. Adapun tindakan kejahatan yang
terjadi yaitu penganiyaan, pelecehan dan adanya tindakan kejahatan seksual.
Dalam hal ini melihat hal seperti itu akan dapat merusak jiwa dan mental dari
diri anak tersebut. Namun dapat dilihat dari beberapa macam tindakan tadi
yang paling berdampak buruk dan lebih besar bagi kerusakan jiwa dan mental
anak yaitu tindakan kejahatan seksual. Tindakan kejahatan seksual yang
terjadi kepada anak adalah adanya penyiksaan yang terjadi kepada anak yang
dilakukan oleh orang yang lebih dewasa baik itu remaja maupun orang tua
yang menjadikan anak senagai rangsangan seksualnya. Dalam hal ini dilihat
dari bentuk kekerasan seksualbkepada anak yaitu menyuruh anak untuk
melakukan seksual dan memaksa anak tersebut, kemudian melakukan perilaku
yang tidak baik dan diperlihatkan kepada anak tersebut dengan alat
kelaminnya, kemudian menunjukkan video yang tidak baik kepada anak,

kemudian melakukan hubungan seksual kepada anak, kemudian meminta anak



untuk menjadi bahan melakukan video pornografi. Menurut M. Irsyad
Thamrin dan M. Fraid, (2010:518) Inti dari kekerasan seksual terletak pada
“ancaman” (verbal) dan “pemaksaan” (tindakan). Dalam hal ini terdapat pada
Pasal 285 dan Pasal 289 pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
adalah Delik yang termasuk dalam delik Kekerasan Seksual. (Soetodjo &
Melani, 2013, p. 29)

Kemudian telah hadirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014
tentangPerlindungan Anak . Dimana Undang-undang ini yang telah
memberikan peluang yang sangat besar bagi seorang anak yang mana dari
anak itu tumbuh sampai dengan berkembang yang secara optimal untuk
fisiknya maupun mentalnya dengan begitu akan mewujudkan suatu generasi
yang sangat ideal. Pada Pasal 89 dan Pasal 90 yang terdapat di dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak yaitu untuk anak korban maupun anak Saksi berhak
mendapatkan perlindungan dan haknya. Adanya hak yang diberikan yaitu
adanya upaya rehabilitasi medis dan rehabilistasi sosial baik yang ada di
dalam lembagavmaupun di luar lembaga. Kemudian adanya keselamatan yang
diberikan baik itu fisik anak, mental anak maupun sosial anak. Dan adanya
perkemnangan informasi yang dapat diberikam kepada anak menjadi lebih
mudah untuk mendapat informasi itu tersebut. Berikut jumlah anak korban

kejahatan seksual yang terjadi di kota pekanbaru adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah korban kejahatan seksual yang terjadi di kota pekanbaru



No | Tahun Jumlah

1. | 2018 73 orang

2. | 2019 58 orang

Sumber data: diolah berdasarkan data Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Resor Kota Pekanbaru.

Dari data tabel diatas perkembangan kasus kejahatan seksual yang terjadi
kepada anak di wilayah Kota Pekanbaru mengalami penurunan. Untuk tahun
2018 sebanyak 73 orang, kemudian untuk taun 2019 sebanyak 58 orang. Rata-
rata yang menjadi korban kejahatan seksual adalah kebanyakan anak sekolah
dan teman bermain diluar sekolah. Dan dari kasus tersebut yang terjadi kepada

masyrakat yang ekonominya kurang.

Berdasarkan hasil prapenelitian di Kanit PPA Polresta Pekanbaru,
menyatakan bahwa anak korban kejahatan seksual ini penegakkan mengenai
perlindungan hukum kepada korban. Dalam hal ini dengan tujuan yang
termasuk kedalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian
menggunakan sistem tersebut maka akan dapat memberikan jaminan kepada
korban atas adanya perlindungan hukum yang terpenuhi dengan hak-hak anak
sebagai korban. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Polresta Pekanbaru
untuk menangani anak korban kejahatan seksual dan memberikan jaminan
perlindungan hukum terhadap korban seutuhnya. Dengan demikian maka
penelitian ini terlaksana sehingga peneliti tertarik untuk melakukan judul
penelitian yaitu “ Perlindungan Hukum terhadap Anak korban kejahatan

seksual di wilayah Hukum Polresta Pekanbaru .



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan masalah yang diteliti adalah Perlindungan Hak Anak Korban
Seksual dalam Sistem Perlindungan Pidana Anak (Study Penanganan
Kejahatan Seksual terhadap Anak di Polresta Pekanbaru). Permasalahan di
atas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk dalam perlindungan hukum terhadap anak korban
kejahatan seksual ?

2. Apa saja bentuk pelaksaan perlindungan hukum terhadap anak korban
kejahatan seksual didalam wilayah hukum Polresta Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian
Dalam penelitian ini ada beberapa maksud tujuan peneliti yaitu :

1. Untuk Memahami dan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan
hukum terhadap anak korban kejahatan seksual .

2. Untuk memahami dan untuk mengetahui bentuk-bntuk pelaksanaan
perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual
diwilayah hukum Polresta Pekanbaru.

D. Manfaat penelitian
Dalam penelitian ini ada bebrapa manfaat yang akan di dapatkan kepada
peneliti yaitu :
1. Dari hasil penelitian ini diharapkan mendapat tambahan bahan
bacaan dan wawasan bagi penelitian selanjutnya dengan

metode penelitian yang berbeda.



2. Dari hasil penelitian ini diharapkan untuk mendapatkan
perhatian dan  dalam perlindungan hukum kepada anak
terhadap korban kejahatan  seksual dan dalam

memeperjuangkan penegakan hukum di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

a.

Perlindungan hukum terhadap Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Status anak adalah menjadi generasi yang begitu muda untuk
mewujudkan suatu cita-cita leluhur suatu bangsa. Anak juga adalah
yang menjadi calon-calon pemimpin suatu bangsa untuk pada masa
yang akan datang dan anak juga adalah sebagai sumber harapan bagi
generasi yang terdahulu dengan begitu guna untuk memdapat
kesempatan yang lebih banyak dan luas sehingga bertumbuh dan
berkembang dengan secara baik-baik dari segi rohani, jasmani dan
sosial.

Adapun perlindungan anak adalah segala upaya baik di dalam
segala kegiatan yang ada di masyarakat baik itu di dalam kedudukan
dan peranan anak adalah peran yang sangat penting bagi Nusa dan
bangsa. Masyarakat menyadari betul peranan anak tersebut untuk
dikemudian hari dengan pertumbuhan fisik pada anak baik itu dari
mental anak dan adanya perubahan pertumbuhan sosial anak, maka
anak itulah yang akan menggangtikan generasi yang terdahulu

tersebut.



Dalam perlindungan anak harus memperhatikan dampak dari
lingkungan anak tersebut. Dalam hal ini tidak dibenarkan untuk
melakukan perlindungan yang secara berlebihan karena jika usaha
dalam melakukan perlindingan anak tidak akan terjadi negatif .
Perlindungan pada anak juga tidak dibolehkan melakukan kegiatan
yang mengakibatkan ketergantungan pada orang lain dan melakukan
perbuatan yang tidak terkendali yang akan membuat anak tidak
mempunyai keinginan dalam melakukan haknya dan melakukan
kewajibannya sebagai anak.

Adapun perlindingan anak dapat dibagikan secara sifatnya yaitu :

1) Bersifat yuridis, perlindungan anak yang meliputi pada
perlindungan di bidang hukum pidana dan hukum perdata.

2) Bersifat non yuridis, perlindungan anak yang meliputi pada
perlindungan di bidang sosial, bidang kesehatan dan

dibidang pendidikan. (Gultom, 2008, pp. 33-34)

Kemudian perlindungan pada anak dapat dilihat pada Pasal 3
Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak yaitu;

“ perlindungan anak bertujuan untuk menjamin tempatnya hak-
hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serra mendapat perlindungan dari kekerasan dan



diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang

berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Adapun Perlindungan Anak yabg diatur dalam Undang-undang
No. 35 Tahun 2002. Dimana pada Undang-undang ini adanya
aturan perlindungan pada anak secara khusus bagi anak yang
berhadapan dengan hukum. Yang dimaksud pada perlindungan
khusus ini yaitu yang masih masuk pada ranah hukum pidana,
anak yang bersangkutan yaitu pada anak yang menjadi korban
tindaj pidana, anak sebagai sanksi dan anak sebagau pelaku

tindak pidana.

Dalam hal perlindungan khusus terhadap anak korban juga
diatur dalam Pasal 69 Undang-undang No. 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak secara khusus vyaitu yang
merangkun pada perlindungan kekerasan fisik, psikis maupun
mental, dengan begitu memberikan usaha perlindungan

tersebut yaitu;

1) Menyebarluaskan dan sosialisasi ketentuan perundang-
undangan yang melindungi anak korban tindak
kekerasan;dan

2) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi

Mengenai pengertian perlindungan hukum pada anak dapat

dibagikan dalam 2 (dua) bagian yaitu; pertama, hukum perlindungan pada



anak dalam arti luas adalah seluruh aturan yang diberikan kepada anak
yanh belum memasuki masa dewasanya dan memberikan perlindungan
hukum pada anak pada kewajibannya dalam tumbih dan kembangnya
anak. Kedua, hukum perlindungan pada anak dalam arti sempit adalah
yang dimana perlindungan hukum hanya terdapat pada aturan hukum
perdata, aturan hukum pidana dan aturan hukum acara. (Wadong, 2000, p.

4)

Ada beberapa pasal yang mengenai pengertian perlindungan
hukum anak yang terdapat kedalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana

yaitu;

1) Menjaga kesopanan Anak

Dilihat dari Pasal 283 KUHP yaitu melarang orang untuk menawarkan,
menyewakan buat selamanya atau sementara, menyampaikan di tangan
atau sementara, menyampaikan secara langsung maupun tidak langsung.
Contohnya:  pornografi, tulisan-tulisan pornografi atau alat-alat
kontrasepsi.

2) Larangan bersentuhan dengan orang-orang yang belum dewasa

Dilihat dari Pasal 287 KUHP vyaitu melarang orang bersentuh dengan
perempuan yang belum masuk usianya 15 ( lima belas) tahun baik
persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka antara pelakunya.

3) Larangan berbuat cabul dengan anak

Dilihat dari Pasal 290, Pasal 294, Pasal 295 dan Pasal 297 KUHP yaitu
pada Pasal 290 tentang larangan berbuat cabul dengan orang dewasa baik

1



laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak

berdaya. Pasal 294 yaitu tentang larangan orang berbuat cabul dengan

anaknya sendiri atau mengasuhi anak atau orang yang beljm dewasa. Anak

asuh yang ditanganinya. (Pints, 1997, pp. 99-100)

Di dalam perlindungan anak terdapat beberapa perhatian yang

berhubungan pada perlindungan anak yaitu;

a.

b.

Adanya Subjek Perlindungan

Di dalam hal utama pada subjek perlindungan ini yang perlu di
perhatikan vyaitu pada perlindungan tempa tinggalnya,
makanannya, kesehatannya dan hukum. Kemudian ada
beberapa hal yang dilindungi yaitu dari jasmani dan rohani.
Dan kemudian yang perlu diperhatikan yairu mengenai
keperluannya dalam primer dan skundernya yang sesuai
dengan pemenuhannya. (Gosita, 1999, p. 4)

Adanya Jaminan Pelaksanaan Perlindungan

Dalam hal ini pada pelaksanaan perlindungan perlu
memperhatikan pihak-pihak yang bersangkutan dalam kegiatan
pada saat meraih suatu hasil yang maksimal sehingga perlu
menjamin  pelaksanaan  tersebut. Kemudian  jaminan
pelaksanaan perlindungan ini harus bersifat tertulis baik itu
dalam bentuk Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah
sehingga dengan begitu akan mudah tersampaikan kepada

seluruh masyarakat.



2. Dasar-dasar Perlindingan Anak

Ada beberapa dasar dalam pelaksanaan perlindungan anak yaitu;

a. Adanya dasar filosofi
Dalam dasar filosofi ini adalah pancasila yang menjadi dasar dari
berbagai macam kegiatan yang terdapat pada bidang kehidupan
dari kehidupan keluarga, masyarakarat, Negara dan bangsa.

b. Adanya dasar etika dan profesi
Dalam dasar etika dan profesi ini yang perlu diperhatikan pada
mencegah tingkah laku yang menyimpang yang dilakukan dalam
pelaksanaan kewenangan maupun kekuasaan dalam pelaksanaan
perlindungan terhadap anak

c. Dasar yuridis
Dalam dasar yuridis ini yang digunakan dalam pelaksanaan
perlindungan pada anak adalah dapat dilihat dari adanya Undang-
undang Dasar 1945 dan adanya peraturaturan Perundang-
undanganan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan perlindungan anak ini telah dapat
disimpulkan bahwa perlu adanya landasan yang menjadi prinsip-
prinsip dalam pelaksanaan perlindungan pada anak yaitu adanya
landasan filsafat, adanya landasan etika dan profesi, dan adanya
landasan yuridis. Dengan begitu dapat dilaksanakan dan
dipertanggungjawabakan dan juga bermanfaat bagi yang

bersangkutan. Dalam pelaksanaan ini bersifat konsisten.



Pada perlindungan terhadap anak dapat dilakkan secara
langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud secara
langsung dalam perlindungan terhadap anak adalah anak yang
benar-benar ingin dilindungi penanganannya. Contoh dalam hal ini
adalah pada kegiatan mendidiknya, membinanya, melakukan
pengawasan terhadap orang luar, memberikan kenyamanan dalam
asupan makanannya dan kesehatannya dan memberikan sarana
pengembanan pada anak terebut. Adapaun perlindungan terhadap
anak yang secara tidak langsung adalah tidak langsung dilakukan
kepada anak tersebut tetapi melewati dengan orang lain yang
melakukannya. Maksud dari orang lain yang melakukannya yaitu
orang yang terlibat dalam mengasuh anak tersebut. Contoh dalam
hal ini adalah yang dilakukan pada orang tua yang melakukan
perlindungan terhadap anaknya dari berbagai macam masalah yang
akan datang dari luar maupun dari dalam diri anak tersebut.

(Gultom, 2008, pp. 37-38)

b. Anak dan Anak sebagai korban

1.

Pengertian anak

Anak adalah anugrah dan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang
Maha Esa. Anak adalah yang memiliki bakat sehingga akan
melahirkan generasi yang bermutu untuk mewujudkan cita-cita suatu

bangsa dan menjadi penerus pemimpim untuk suatu Negara dimasa



depan yang bisa memikul disetiap perbuatannya yang positif yang
akan di tanggungjawabkan.

Anak dalam proses pertumbuhannya perlu mendapatkan kesempatan
yang sangat luas dalam perlindungannya, dalam fisikya, dalam
mentalnya maupun sosialnya. Dan juga dalam tumbuh dan
kembangnya pada akhlaknya yang baik dan mulia. Dengan begitu
dapatlah mewujudkan kesejahteraan pada anak. Dalam hal ini perlu
adanya lembaga dan peraturan perundang-undangan yang mendukung
kesejateraan anak tersebut dalam pelaksanaan perlindungan.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan;

“ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)
tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan”.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa
pengertian anak adalah yang belum memasuki umur 21 (dua puluh
satu) tahun, hal ini disebutkan pada Pasal 330 KUHPerdata yang
berbunyi;

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap
21 (dua puluh satu ) ahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak menyebutkan bahwa pengertian Anak yang menjadi
korban tindak pidana atau yang disebut dengan anak korban adalah

anak yang belum berumur 18 (delapan belas ) tahun yang mengalami



penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan
oleh tindak pidana”.
Hak-hak Anak

Anak adalah yang sangat memerlukan perhatian yang lebih baik itu
kasih sayang dan perhatian yang diberikan oleh orang dewasa karena
anak adalah yang belum bisa menjaga diri meraka sendiri. Anak
memiliki hak yang harus diberikan penuh kepada mereka dalam
melakukan keseharian dalam penghidupan mereka. (Nashriana, 2012,
p. 13)

Dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 20
November 1959 yang berisikan tentang Deklrasi Hak-hak Anak. Pada
pembukaan Deklarasi Hak-hak Anak teserbut ada bagian yang terdapat
tersirat di dalamnya yaitu bahwa setiap manusia harus memperhatikan
segalanya yang terbaik untuk diri anak. (maidin, 2012, pp. 45-47)

Adapun Deklarasi Hak-hak Anak tersebut dituangkan kedalam 10
asas tentang hak-hak anak yaitu:

a. Anak Dberhak mendapatkan segala haknya yang telah
didapatkan dan ditetapkan ketentuannya yang ada di dalam
Deklrasi. Ketentuan yang terdapat tersebut yaitu disetiap anak
tanpa terkecuali harus diberikan hak-haknya dan tidak adanya
pembedaan pada anak baik anak yang beda suku bangsa, warna

kulit pada anak , jenis kelaminnya , basahanya, agamanya,



kekayaannya, miskinya , dan kelahiran atas berbagai macam
statusnya.

. Anak berhak mendapatkan perlindungan yang special dan anak
harus mendapatkan kesempatan yang telah diberikan oleh
hukum dan lembaga lainnya, sehingga menjadikan anak
teserbut menjadi aman dalam pengembangan pada dirinya yang
secara efektif, secara moralnya, secara spritualnya, dan
mendapatkan kesehatannya yang layak, nyaman dan sehat
sehingga normal melakukan segala sesuatu dengan bebas dan

baik.

. Anak berhak mendapatkan harkatnya yang dalam ketentuan

hukum. Karena hal ini menjadipertimbangan paling utama
dalam kepentingan anak tersebut sehingga menjadi terbaik.
. Anak berhak mendapatkan nama dan kebangsaan saat anak

terebut telah dilahirkan.

. Anak berhak mendapatkan jaminan yang bersifat

kemasyarakatannya dalam lingkunggan tumbuh kembangnya
dengan konsep yang sehat sehat. Dalam hal ini ada
perlinudngan khusus yang diberikan kepada anak dan ibunya
dari anak dalam kandungan ibunya. Dengan mendapatkan
perlindungan khusus dari asupan gizinya yang cukup,
perlindungan pada tempat yang ditinggalkan dan adanya

perlindungan khusus pada kesehatannya.



f. Anak berhak mendapatkan pendidikan, perawatan dan

perlakuan khusus. Hal ini yang dikenakan pada anak yang cacat
fisik maupun mentalnya yang begitu lemah di dalam
kedudukan sosilanya.

. Anak berhak mendapatkan kasih sayang yang penuh dari kedua
orang tuanya agar dalam kepriabadian anak untuk tumbuh
kembangnya akan terjalin dengan maksimal dan harmonis.
Kemudian anak juga tidak telepas dari tanggung jawab orang
tuanya dan adanya memberikan kebebasan terhadap anak
meski dalam pengawasan orang tua. Anak yang masih berumur
5 (lima) tahun belum boleh dipisahkan oleh ibunya. Dalam hal
ini  lingkungan masyarakat dan pemerintah  sangat
memperhatikan ~ dan  berwenang dalam  memberikan
perlindungan khusus bagi anak yang tidak mempunyai
keluarganya dan anak yang kurang mampu. Dalam hal ini juga
pemerintah diwajibkan untuk memperhatikan anak tersebut dan
bagi anak yang yang berasal dari keluarga yang mampu dapat
membantu anak yang kurang mampu tersebut.

. Anak berhak mendapatkan pendidikan. Baik itu mendatkan
pendidikan yang secara gratis atau tidak , sekurangnya anak
dapat pendidikan sekolah dasar. Karena anak perlu
mendapatkan perlindungan pendidikannya sehingga akan

meningkatkan pengetahuan pada dirinya baik itu secara umum .



dengan itu anak akan mampu mengembangkan potensi pada
dirinya dengan pribadinya yang memiliki tanggungjawab
terhadap moral dan sosialnya , sehingga dengan begitu anak
akan menjadi anggota masyarakat yang bisa berguna untuk
dimasa depan.

i. Anak berhak mendapatkan perlindungan dan pertolongan
terlebih dahulu dalam keadaan apapun itu.

J.  Anak berhak mendapatkan segala perlindungan baik itu dalam
bentuk kejahatan, kekerasan dan perdagangan. Karena anak
tidak boleh dijadikan bahan untuk didagangkan atau
diperkerjakan sebelum waktu yang telah ditentukan.. karena
anak tidak boleh dikerjakan dalam bentu yang akan
mempengaruhi pada akhlaknya dan jiwanya.

k. Anak berhak mendapatkan perlindungan pada bentuk
perlindungan dari perbuatan yang menuju kearah yang tidak
benar baik itu kearah yang sosial maupun kea rah agama.
Karena anak perlu adanya semangat dalam tumbuh
kembangnya dan kebebasannya dalam tumbuh dan
kembangnya dengan secara toleransi ,adanya perhatian penuh,

perdamaian antar saudara, persahabatan anatar bangsa.

Dalam mengenai Hak-hak Anak dalam Undang-undang Nomor 23

Tahun 2002 perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014



tentang Perlindungan Anak. Adapun Hak-hak Anak yang tertuang pada

Pasal 4 sampai Pasal 18 yaitu;

a. Bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari
kejahatan dan diskriminasi baik itu untuk hidup, tumbuh,
kembang, dan adanya partisipasi yang biasa sesuai harkat dan
martabatnya.

b. Bahwa setiap anak berhak memiliki nama dan identitas dirinya
sebagai status kewarganegaraanya.

c. Bahwa setiap anak berhak untuk melakukan ibadanya sesuai
dengan agamanya, berhak untuk mengeksperesikan tingkat
kecerdasan dan berpikirnya dengan bimbingan orang tuanya.

d. Bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui siapa yang
menjadi orang tuanya yang telah membesarkannya kemudian
yang telah mengasuhnya.

e. Bahwa setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan
dan adanya jaminan sosialnya yang sesuai dengan kebutuhan
fisik, mental, spiritual dan sosialnya.

f. Bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan luar
biasa bagi anak yang fisiknya cacat, dan bagi anak yang
memiliki  keterbatasan juga berhak untuk mendapatkan

pendidikan yang khusus.



g. Bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan
pengajaran yang bersifat pribadi yang telah sesuai dengan
tingkat kecerdasan dan minat bakatnya.

h. Bahwa setiap anak berhak mendapatkan informasi yang sesuai
dengan tingkat kepntarannya pada saat usianya dan anak juga
berhak didengarkan apa pendapatnya dan anak juga berhak
menerimanya dan mencarinya. Sehingga dapat
mengembangkan dirinya dengan nilai-nilai kesusilaan maupun
dengan kepatutan.

I. Bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan tempat istirahat
dan anak berhak memanfaatkan waktunya dengan berinteraksi
dengan sesamanya, dan bermain dengan seumurannya yang
sesuai dengan minat dan bakat yang ada pada diri anak.

J. Bahwa setiap anak berhak mendapatkan rehabilitasi bagi anak
yang terkena cacat fisiknya dan berhak mendapatkan bantuan
sosial dan kesejahteraan sosialnya.

3. Pengertian Korban
Dalam pengertian korban telah tertuang dalam Pasal 1 Angka 2
Undang-undangNomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban, yaitu sebagai berikut;

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan pada fisik,

mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak

pidana”.



Masih dalam mengenai pengertian korban ada beberapa pendapat
para ahli , pakar hukum, maupun dari konvensi-konvensi internasional,
yaitu sebagai berikut:

a. Avrif Gosita
Menurut Arif Gosita pengertian korban yaitu seseorang yang telah
menderita baik dari fisik dan mentalnya yang dilakukan oleh orang
lain. Yang dimana orang lain tersebut telah melakukan hal yang
telah bertentangan dengan dirinya sendiri atau orang lain,
kemudian orang yang telah bertentangan dengan hak asasi manusia
dan orang lain yang hanya mencari kepentingan diri sendiri yang
ingin dipenuhinya.

b. Muladi
Menurut Muladi pengertian korban yaitu seseorang maupun
sekelompok orang yang telah mengalami berbagai macam kerugian
yaitu fisik, mental, emosional, ekonomi atau berbagai macam
melalui pelanggaran yang dibuat atau komisinya dalam hukum
pidana disetiap negara, dapat dilihat pada menyalahgunakan
kekuasaan.

c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara
Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak
Asasi Mansuia Berat, menyebutkan bahwa:

“Korban adalah seseorang atau kelompok orang yang mengalami

berbagai penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia



yang berat memerlukan perlindungan fisik , mental, ancaman,
gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun”.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran
san Rekonsilasi, menyebutkan bahwa:

“Korban yaitu seseorang atau kelompok orang yang telah
mengalami berbagai macam penderitaan yaitu fisik, mental,
maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami
perampasan hak-hak dasarnya”.

Dilihat dari berbagai macam pengertian korban, istilah
korban tidak hanya berlaku untuk seseorang saja melainkan dari
beberapa kelompok pun juga termasuk dan masyrakat juga . Dalam
berbagai penderitaan pada jasmani yaitu penderitaan kerugian
ekonomi, mengalami penderitaan fiaik maupun mentalnya akan
tetapi juga mengalami penderitaan secara rohani juga dimana
korban tersebut mengalami cedera trauma.

Adapun pengertian korban yang dapat dilihat dari adanya
korban yang menderita secara langsung dan adapula yang di
katalan korban yang tidak secara langsung. Maksud dari korban
yang tidak secara langsung akan tetapi telah menderita mencakup
sebagai korban yaitu seorang istri yang telah kehilangan suaminya,
kemudian seorang anak yang telah kehilangan ayahnya dan

kemudian orang tua yang telah kehilangan anaknya.



Dilihat dari berbagai macam pengertian korban. Yang
dikatakan korban dalam kejahatan tidak hanya pada seseorang saja
melainkan pada sekelompok orang yang melakukan suatu
kejahatan dan masyarakat juga termasu atau badan hukum. Tidak
hanya itu jika suatu kejahatan korban juga bisa berasal dari
berbagai macam bentuk kehidupan yaitu tumbuhan, hewan atau
ekonomi, korban dari itu dapat dikatakan dalam suatu kejahatan
lingkungan. Adapun ruang lingkup hukum pidana yang sangat
memperhatikan keadaan korban yaitu ada bebrapa hal seperti
perbuatan pidana, pelaku perbuatan pidana, pertanggungjawaban
serta korban pidana.

Adapun jenis-jenis korban menurut secara ilmu viktimologi yang
telah memperhatikan keadaan sebagai korban yaitu:

I. False Victims

Artinya mereka yang telah menjadi korban perbuatan
yang dimana mereka sendiri yang membuat.

Ii.  Procitive Victims

Artinya mereka yang telah menimbulkan adanya
rangsan terhadap kejahatan.

iii. Latant Victims

Artinya mereka yang memiliki sifat tersendiri sehingga
menjadi korban.

iv. Participating Victims



Artinya mereka yang memiliki sifat yang sangat mudah
menjadi korban.
Menurut pendapat Stephen Schaper ada beberapa prinsip
mengenai tope korban yakni :
a. Korban karena dirinya sendiri adalah seorang pelaku.
b. Adapun seorang yang tidak termasuk sebagai korban
tetapi di benarkan tetap menjadi korban.
c. Korban yang tanpa sadar atau tidak melakukan
kejahatan terhadap orang lain.
4. Kewajiban dan Hak-hak Korban
Menjadi seorang korban adalah yang telah mengalamj penderitaan
dan mengalami kerugian. Adapyb hak-hak korban yang diatur di dalam
ketentuan peraturan Perundang-undangan dan beberapa pendapat
menurut para ahli dan pakar hukum.
Adapun Hak-hak Korban yang terdapat di dalam Pasal 5 Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
yaitu;

a. Adapun hak untuk mendapatkan ganti rugi dan penderitaan
yang telah dialami. Adanya pemberian ganti rugi ini yang
dilakukan oleh pelaku atau pihak lainnya. Seperti Negara atau
Lembaga Khusus yang dibentuk dalam menangani soal ganti
rugi terhadap korban kejahatan.

b. Adanya hak untuk memdapatkan bantuan hukum



. Adanya hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman

pelaku

. Adanya hak untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi
. Adanya hak untuk mendapatkan akses dalam pelayanan medis
. Adanya hak untuk mendapatkan kembali hak miliknya

. Adanya hak untuk mendapatkan informasi dalam penyidikan

Polisi yang berkaitan terhadap kejahatan yang dialami korban.

. Adanya hak yang diberikan kepada pelaku bahwa diberi kabar

bila pelaku kejahatab akan dikeluarkan dari tahanan sementara,

atau bila pelaku buron dari tahanan.

i. Adanya hak atas kebebasan pribadi atau rahasia pribadi,

contohnya tidak memberi tahu nomor telepon dan identitas

korban.

Adapaun hak-hak korban yang terdapat di dalam Pasal 5 Undang-

undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

yaitu:

a. Mendapatkan Perlindungan atas keamanan pribadi,
keluarga dan harta bendanya serta bebas dari
ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang
akan, sedang, atau yang telah di beritanya.

b. Mendapatkan penerjemah

c. Mendapatkan identitas baru



d. Mendapatkan informasi dalam mengenai
perkembangan kasus

e. Memberikan keterangan tanpa tekna

f. Diberikan kebebasan pada pertanyaan yang
menjerat

g. Mendapatkan informasi dalam mengenai putusan
pengadilan

h. Mengetahui dalam hal terpidana telah di bebaskan

i.  Mendapatkan tempat kediaman baru

J.  Mendapatkan nasihat

K. Mendapatkan bantuan biaya hidup sementara
sampai berkas bukti perlindungan akan berkahir.

I. Mendapatkan pengganti biaya transportasi yang
sesuai dengan kebutuhan.

Setiap peneletian akan ada tinjauan pustaka yaitu dengan adanya tinjuan
yang terdahulu yang menjadi landasan untuk mengetahui bahwa Penelitian ini
lebih relevan. sosial yang relevan. (Soekanto, Penelitian Hukum Normatif,
2003, p. 12)

Tinjauan teori ini yaitu ada macam-macam susunan berupa anggapan,
pendapat, cara-cara, adanya landasan menjadi tuntunan untuk mengapai suatu
tujuan pada penelitian bagi penulis. (Muhammad, 2004, p. 73)

a. Teori Perlindungan hukum



Pada teori ini lebih mementingkan kepada Perlindungan Hukum
untuk Masyarakat. Adapun maksud dari Perlindungan kepada
Masyarakat ini adalah Adanya masyarakat dalam keadaan kondisi
yang lemah dapat di lihat dari lemahnya Ekonomis. Menurut
perlindungan Hukum in yaitu mengintegritasikan berbagai kepentingan
fan adanya koordinasikan kepada pihak. Maksud dari kepentingan di
lain pihak ini yaitu untuk mengurus hak kepada manusia, agar
menentukan hukum yang memiliki otoritas tertinggi untuk dapat di
atyr dan dilindungi. Kemudian adanya Perlindungan Hukum dan
segala Peraturan Hukum yang menjadi Perwakilan kepentingan
masyarakat. (Raharjo, 2000, p. 84)

Menurut pendapat Arif Gosita pada Perlindungan Hukum yaitu
Hukum dalam bentuk tertulis maupun Hukum dalam bentuk yang tidak
tertulis yang dapat melakukan hak dan kewajiban yang benar-benar
menjaminkan. Adapun menurut Phlips M. Hadjon Perlindungan
Hukum vyaitu Perlindungan yang terdiri dari jasmani dan rohani,
adanya Perlindungan bagi hak asasi manusia yang terdiri dari subjek
hukum dalam ketentuan Hukum.

. Teori perlindungan Anak

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 perubahan atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
adalah segala sesuatu yang sesuai dengan jasmani dan rohani manusia

baik itu untuk menjamin dan dan dapat perlindungan kepada anak agar



tetap mendapat hak yang secara optimal berupa pemenuhan hak agar
tetap hidup, pemenuhan hak untuk hidup dan tumbuh kembang, dan
berbpartisipasi. Kemudian adanya perlindungan pada tindak kekerasan
dan Diskriminasi. Dalam hal inii menyangkut peran orang tua kepada
anaknya yang sangat berperan untuk memenuhi kebutuhan dan
mendidik anaknya di dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.
Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak adalah
adanya kewajiban yang diperoleh oleh berbagai macam hukum dan
tidak hanya di dalam hukum pidana saja.

Pada kalanya anak saat pertumbuhan anak dalam mendapatkan jati
dirinya. Maka ada dijumpai penilaian yang kurang baik yaitu
kenakalan remaja. Menurut Kartini Kartono perilkau tidak baik ini atau
kenakalan kepada anak-anak muda yaitu adnya gejala Patologi social
yang disebabkan oleh tindakan yang di lalaikan pada pemerintah.
Sehingga anak tersebut melakukan tingkah laku  yang
menyimpang.(Kartini Kartono. 1998. P. 6)

Kenakalan anak biasanya dapat dilihat dari berbagai faktor yang
berdampak negative dari pengaruh nilai-nilai yang ada di masyarakat.
Kemudian dapat dilihat dari pada pola pikir yang masih stabil.
Kemudian meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi
yang merubah sikap mendasar. Kemudian dapat dilihat juga dari
perhatian kasih saying yang kurang di dapati oleh anak tersebut. Dan

pengawsan atau bimbingan serta pembinaan yang berada di



masyarakatnya yang kurang baik sehingga dapat merugikan
perkembangan pada anak. (Suparmono, 2000, p. 9)

Menurut Sunaryanti Hartono perlindungan hukum merupakan
bentuk pengayoman kepada hak asasi manusia (HAM) yang diberikan
kepada masyarakat untuk menikmati perlindungan semua hak-hak
tersebut. Kemudian perlindungan hukum ini yaitu lebih kepada mereka
yang lemah dari segi social maupun politik agar mendapat keadilan

sosial. (Salam, 2007, p. 1)

Dalam perlindungan hukum melubatkan berbagai upaya
perlindungan hukum vyaitu kebebasan dan hak asasi anak dan
perlindungan hukum juga melibatkan kepada kepentingan bagi
kesejahteraan pada anak. Tanggungjawab Aparat menjadi peran
penting dalam perlindungan hukum apada anak yang berhadapan
dengan hukum baik itu anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban

dan saksi. (Satriani, 2017, p. 1)

Gerry Beker mengemukakan bebrapa pendapat dalam menindak
lanjuti Hukum Pidana secara rasionalita. Pertama, melakukan upaya
pengurangan pelaku jahat yang dapat dilihat pada penjatuhan Pidan.
Dalam hal ini memiliki teori setiap penjahat akan menghindari
penangkapan jika sanksi Pidana yang cukup berat. Pengbangan teori

ini yaitu dari The Optimal Criminal Justice Policy.



Pendapat yang kedua yaitu menurut penyampaian Gerry Becker
adalh di setiap asnusi adalah makhkul yang bersifat rasional maka
apabila sanksi yang te;ah dijatuhkan kepada penjahat atau calon
penjahat lebih besar dar pada hasl yang diperoleh akan mmebuat

menghindari tindak pidana tersebut. (Aprilianda, 2017, pp. 319-326)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 telah mengatur anak yang
menjadi korban dari tindak pidana memiliki hak-hak perlindungan
yang khusus yaitu memberikan perlindungan khusus pada anak korban
tindak pidana penculikan, anak sebagai korban penjual dan/atau
perdagangan, anak sebagai korban jaringan terorisme, anak sebagai
korban pelantaran, dan anak korban Sigtimasi dari pelabrlan yang

terkait dengan keadaan orangtuanya.

Melindungi anak bangsa sama saja melindungi keluarganya dan
melindugi masyarakatnya. Maka sebab tiu, peran dari perlindungan
anak ini adlaah sangat utama pada perlindungan anak sebagai korban
kejahatan . oleh sebab itu telah dihukum pelaku kejahtatan skesual
tidak akan mmapu menghilangkan ras trauma yang di derita oleh

korban. (Aprilianda, 2017, pp. 319-326)

Pasal 89 dan Pasal 90 yang diatur dalam Undang-undang Nomor
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan
bahwa anak sebagai korban dan anak sebagai saksi . maka berhak

baginya untuk mendapatkan upaya rehabilitasi medis dan rehabillitasi



social. Naik itu di dalam Lembaga maupun diluar Lembaga. Kemudian
memberikan jaminan keselamatan baik itu fisik, mental, maupun

social., dan kemudahan dalam mendapatkanpoerkembangan perkara.

F. Konsep Operasional
Menurut Soejono Soekanto, konsep operasional yaitu kumpulan yang
berkaitan dengan istilah yang diteliti yang menggambarkan hubungan antara
konsep-konsep khusus. (Soejono Soekanto.1989. p. 114)
a. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah segala kegiatan yang dilakukan dan yang telah
direncankan dan kebijaksanaan yang dirumuskan akan ditetapkan.
Pealaksanaan ini digunakan oleh penulis untuk dapat melihat
pelaksanaan perlindungan hukum hak-hak anak korban kejahatan
seksual dlam tahap penangan pada Sistem Peradilan Pidana Anka di
wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.

b. Perlindungan hukum.

Menurut pendapat Arif Gosita perlindungan hukum adalah yang
dapat melaksanakan hak dan kewajiban baik itu hukum tertulis
maupun hukum tidak tertulis. (Krisnawati, 2005, p. 59)

c. Kejahatan seksual

Kejahatan seksual yaitu segala sesuatu tang terlibat dalam tindak
seksual dan dapat merugikan kepada penderita maupun kepda
masyarakat yang menghilangkan ketentuan dan ketertiban yang tidak

seimbang.. (Sunggono, 2001, p. 194)



G. Metode Penelitian
Dalam metode penelitian ini agar tercapai suatu tujuan yang dimana untuk
menggapai kebenaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada peneliti.
Maka penelitian ini menggunakan metode dalan melakukan kegiatan
penelitian,antara lain :
1. Sifat dan jenis penelitian.
a. Jenis Penelitian
Bila dilihat kenisnya dari penelitian ini tergolong kepada jenis
penelitian observational research atau penelitian survey cara
dengan turun kelapangan sebab dalam penelitian ini langsung
turun ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang akurat
dan konkrit terhadap efektivitas hukum mengenai tingkat
keberhasilan dalam perlindungan hukum terhdap anak korban
kejahatan seksual diwilayah hukum Polresta Pekanbaru.
b. Sifat Penelitian
Sedangkan dilihat dari sifat penelitiannya ini termasuk pada
penelitian deskriptif analisis yaitu penulis melakukan penelitian
dan langsung memberi gambaran dan penjelasan tentang pokok
masalah yang ditelito secara terperinci jelas, dan mendetail.
2. Populasi, Sampel dan Responden
Pada penelitian ini menggunakan sampel. Sampel merupakan
bagian dari populasi atau perwakilan populasi atau hanya sebagian saja

yang untuk diteliti. Untuk menjadi sampel ini menggunakan sumber



data yang mewakili seluruh populasi. Pada penelitian ini menggunakan
metode Sensus. Adapun yang dimaksud dengan metode Sensus yaitu
adanya cara untuk menentukan suatu sampel yang apabila yang
termasuk anggota populasi maka semua anggota populasi itu akan

digunakan untuk sampel tersebut. (Sugiyono, 2010, pp. 61-63)

Tabel 1.2
Populasi dan Responden
No | Nama Populasi Responden
1 | Kanit Idik VI PPA Poresta | 1 !
Pekanbaru
2 | Anggota Unit |Idik VI|1 1
Polresta Pekanbaru

Adapun yang dimaksud dengan Responden yang digunakan di
dalam penelitian ini yaitu orang yang diminta untuk dapat memberikan
penjelasan tentang sesuatu fakta yang sebenarnya dan dapat
memberikan pendapat. Menurut Arikunto subjek penelitian sama
dengan responden yang merupakan sumber informasi yang dicari
untuk dapat memberikan penjelasn fakta-fakta yang ada di lapangan.
(Suharsimi, 2006, p. 145)

. Sifat penelitian

Dlam penelitian ini menggunakan sifat penelitian Deskriptif

Analisis yang merupakan peraturan yang ada didalam Perundang-

undangan yang dinyatakan berkaitan denga teori-teori hukum yang



menjadi objek penelitian. Kemudian di dalam pelaksanaan pada
masyarakat adalah yang berkaitan dengan objek penelitian tersebut.
(Ali, 2010. P.87)
. Jenis penelitian

Pada jenis penelitian ini menggunakan beberapa metode. Dengan
begitu ada beberapa data yang akan diperoleh dan telah dilalui data
tersebut yaitu adanya data primer, adanya data sekunder, adanya data
tersier. Berikut yaitu penjelasan dari data-data terserbut :

a. Adanya data primer yaitu data awal yang menjadi sumbernya.
Dalam demikian dirangkumkan. Setelah data primer ini telah
didapatkan secara langsung bahwa data primer adalah data
yang didapatkan langsung atas informasi yang bersumber
langsung dari lapangan. Informasi yang didapatkan secara
langsung tersebut yaitu dengan menggunakan wawancara
kepada PPA Polresta Pekanbaru.

b. Data sekunder adalah mengunakan data yang akan didapatkan
berasal dari perpustakaan yang menjadi perlengkapan dari data
primer. Pada penelitian ini yang menjadi data dari kepustakaan
adalah :

(1) Adanya data yang diperlukan yaitu data primer adalah
aturan yang telah terikat ke dalam permasalahan yang akan

diperlukan, seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014



perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak.

(2) Adanya data yang diperlukan vyaitu data sekunder
merupakan data yang dapat memberikan pengertian yang
mengenai bahan dari hukum data primer. Yang termasuk
bahan data sekunder yaitu berbagai literataur, buku-buku,
kemudian menggunakan penelitian yang sebelumnya telah
diteliti yang berkaitan, dan menggunkan jurnal dan artikel.

(3) Adanya data yang diperlukan pada hukum tersier
merupakan data yang telah diperlukan untuk memberikan
pedoman dan dapat mengarahkan dan memberikan
pendapat dari data yang diperlukan pada hukum primer
dan juga data yang telah diperlukan data hukum sekunder.
Contohnya yaitu pada kamus besar besar Indonesia, dan
kamus hukum lainnya. Sehingga mendapatkan informasi
yang bersangkutan dapat diselesaikan masalahnya.
Kemudian adanya data kepustakan yang sangat relevan
sehingga menjadi mudah. (Soekanto, Pengantar Penelitian
Hukum, 2006, p. 114)

5. Sumber data
a. Sumber Data primer
Pada data primer ini peneliti mendapatkan data yang langsung dari

lapangan yang mengenai pananganan di Polresta Pekanbaru.



b. Sumber Data sekunder
Pada data sekunder ini yang diperlukan peneliti yaitu yang
didapatkan dengan melalui kepustakaan :
2. Perpustakaan Universitas Islam Riau
3. Perpustakaan Daerah Pekanbaru

6. Metode pengumpulan Data

a. Wawancara
Wawancara (interview) merupakan segala kegiatan yang dapat
dikumpulkan pada pengumpulan data primer yang bersumber
secara langsung dari responden dilapangan atau likasi peneliti
ketua PPA di Poresta Pekanbaru. (Muhammad, 2004. P. 123)
Informasi yang dibutuhkan dari peneliti, antara lain tentang:

2) Adanya Pengatahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan,
tindakan, dan pendapat respon mengenai gejala yang ada
atau peristiwa hukum yang terjadi.

3) Adanya Subjek korban dan objek perbuatan dalam
peristiwa hukum terjadi.

4) Adanya Peroses yang terjadi dan berakhirnya peristiwa

5) Adanya Solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik tanpa
konflik maupun dalam hal terjadi konflik

6) Akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi

b. Studi Dokumen



Pada studi dokumen ini peneliti melakukan langkah awal dari
penelitian hukum yang dilakukan terhadap undang-undang yang
terkait, yaitu seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak
7. Pengolahan dan analisis data
a. Pengolahan data

Dalam pengolahan data untuk mendapatkan semua data yang
diolah yang menggunakan bebrapa proses editing. Untuk
melakukan proses editing dengan melakukan mengeditkan data
Yang telah dikumpul untuk maksud dapat memeriksa adanya
kekurangan yang mungkin didapatkan sehingga bisa diperbaiki.
Dalam proses Editing juga bertujuan untuk mendapatkan
penjelasan yang pasti bahwa datanya jelas sehingga dapat
dipertanggung jawabkan sesuai kebenarannya. (Waluyo, 1991, p.
72)

b. Analisis data

Pada analisis ini peneliti menggunakan analisis kualitatif. Yang
dimaksud dengan analisis kualitatif yaitu adanya teori yang dapat
menghubungkan suatu permasalahan yang terjadi secara tersusun

dengan sesuai gambaran yang jelas dalam bentuk kalimat yang



telah dikemukakan sehingga dapatlah rangkuman mengenai itu
yang menjadi analisis kualitatif.
8. Metode Penarikan Kesimpulan
Dalam hal ini Penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan
data yaitu memakai metode Deduktif . Untuk menggunakan cara
Metode deduktif adalah penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat
umum ke penarikan yang bersifat khusus yang dimana telah
didasarkan oleh data-data yang sehingga dapat membuat saran dalam
mengatasi kesenjangan yang ada pada lokasi penelitian. (Amiruddin

dan Asikin . 2004.p. 30)



BAB |1

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan umum tentang anak

1.

Pengertian Anak
Pengertian anak dapat dilihat dari peraturan perudang-undangan
yang telah ditetapkan pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak. Anak yaitu pemberian daru Tuhan Yang Maha
Kuasa dan juga Amanah yang diberikan kepada yang berhak di titipkan,
karena anak memiliki harkat dan martabat yang melekat pada dirinya.
Anak juga memiliki potensi pada dirinya sehingga akan menciptakan
generasi penerus bangsa yang akan mewujudkan cita-cita bangsa dan
negara pasa waktu di masa depan.
Adapun batasan usia anak yang telah diatur dalam beberapa
peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu:
a. Definisi Anak dalam ‘“Undang-undang Nomor 3 Tahun
1997 tentang Peradilan Pidana Anak yaitu Anak adalah
orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan
belas tahun . Tetapi belum memasuki 18 Tahun dan belum
pernah kawin”.
b. Definisi anak dalam “ Undang-undang Nomor 4 Tahun
1979 tentang Kesejahteraan anak memberikan deifinisi
Anak berusia 21 Tahun dan belum pernah kawin”.
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C. Definiai anak dalam “Undang-undang Nomor
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
adalah seseorang yang belum berusia 18 tajun

dan belum pernah kawin”.

Adapun pengertian anak menurut konvensi PBB tentang hak-hak
anak (Conention On The Right Of The Child). Bahwa anak yaitu setiap
manusia dibawah usia 18 tahun. Pengecualian menurut Undang-undang
yang telah ditetapkan kepada anak, hingga jika anak tersebut telah
dewasa. Oleh karena itu “Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak memberikan definisi anak yaitu anak yang belum

berumur 18 tahun dan anak juga yang masih dalam kandungan.

. Hak-hak Anak

Anak adalah memiliki potensi dan krakter yang khusus
sebagaimana telah melekat pada dirinya sehingga anak asalah sebagai
generasi penerus dari suatu Bangsa dan Negara. Oleh sebab itu apabila
sikap perilaku anak itu baik atau buruknya akan mencerminkan masa
depan disuaty Negara tersebut. Anak adalah yang memilki pribadi yang
sangat unik dan memiliki ciri yang khusus. Ketika seseorang anak
tersebut melakukan sesuatu yang sesuai dengan perasaannya atau
pikirannya bahwa dengan kemauannya sendiri akan tetapi jika di
lingkungannya memberikan dampak yang kurang baik akan

mempengaruhi perilku anak tersebut. ( (Djamil M N, 2013, p. 11)



Dalam peranan pada pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak.

Seseorang anak tidak bisa melakukannya sendiri akan tetapi dalam hal ini

peranan penting ini dilakukan langsung oleh orang tua atau orang

dewasa. Karena anak memiliki keterbatasan dalam keterampilan dan dari

segu pengalamannya juga. Dalam mengenai hak-hak anak terdapat dalam

“Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 4

sampai dengan Pasal 8 yaitu:

a.

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang,
dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi.

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan
status kewarganegaraan.

c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya,

berpikir, dan bereskpresi sesuai dengan tingkat
kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau

wali.

. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya,

dibesarkan dan diurus oleh orangtuanya sendiri.
Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan
jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental,

spritual dan sosial.



Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan
pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan
tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan
pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang
dilakukan oleh penyidik, tenaga kependidikan , sesama
peserta didik , dan/atau pihak lain.

. Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh
pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang
memiliki  keunggulan juga berhak mendapatkan
pendidikan khusus.

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar
pendapatnya, menerima, mencari, memberikan informasi
sosial dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi
pengembangan  dirinya sesuai dengan nilai-nilai
kesusilaan dan kepatuhan.

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan
waktu luang, bergaul Dengan anak yang sebaya, bermain,
berekreasi yang sesuai dengan minat, bakat dan tingkat
kecerdasanya demi pengembangan diri.

. Setiap anak penyandang Disabilitas berhak mendapat
direhabilitas, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf

kesejahteraan sosial.



Setiap anak selama pengasuhan orang tua, wali atau pihak
lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan,
berhak  mendapat perlindungan dari  perlakuan:
Diskriminasi, Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual,
pelantaraan, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan ,

ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya

sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum

yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi

kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan
pertimbangan terakhir.

Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) anak tetap berhak :

(1.) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara
tetap dengan kedua orangtuanya .

(2.) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan,
pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh
kembang dari kedua orangtua sesuai kemampuan,
bakat, dan minatnya.

(3.) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua
orangtuanya, dan.

(4.) Memperoleh hak anak lainnya.



0. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari
penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam
sengkata bersenjata, pelibatan dalam kerusuha sosial,
pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur
kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan
seksual.

B. Tinjauan umum tentang perlindungan korban kejahatan
1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum merupakan perlindungan yang
terdiri pada hak asasi manusia yang terdapat kesalahan yang dilanggar
oleh setiap orang atau orang lain.perlindungan hukum juga memiliki
pengertian bahwa masyarakat menaruh harapan kepada hakim demi
terjaminnya keadilan dalam perlindungan hukum tersebut. Kemudian arti
lain dari perlindungan hukum vyaitu adanya keseleuruhan cara yang
dilakukan hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparatur hukum
untuk memberikan jaminan yang akan terciptanya rasa aman dan rasa
nyaman, baik itu rasa aman pada mental maupun rasa aman pada fisik.
Dengan hal ini adanya gangguan dan masalah yang dialami oleh korban
yang telah diberikan ancaman bagi pelaku akan meringkan karena telah
adanya perlindungan hukum yang penuh terhadap hakim tersebut (
(Raharjo, 2000, p. 74)

Adapun menurut pendapat Philip M Hadjon mengatakan pengetian

perlindungan hukum yaitu yang menjadi subjek adalah bahwa benar-benar



sebagai wujud dalam melakukan pemerintah tersebut adanya sifat yang
mencegah maupun sifat yang menekankan. Di dalam sifat yang mecegah
tersebut adalah yang memberikan tindakan dalam mencegah terhadap
terjadinya problem yang telah menjadi sebuah rujukan dalam pemerintah
untuk melakukan sikap yang harus berhati-hati dalam melakukan
keputusan yang telah diambil dengan ketetuan yang dari diskresi dan
perlindungan hukum . dalam hal ini memilki sifay yang menekan yaitu
adanya pemberian dalam tindakan untuk mencegah terhadap adanya
sebuah permasalahan. Kemudian adanya bagian yang termasuk pada
penanganannya yang masih dalam lingkup di dalam peradilan.( (Raharjo,
2000, p. 54)

Adapun pengertian perlindungan hukum menurut pendapat Lili
Rasjidi dan LB Wysa Putra yaitu mengatakan bahwa hukum juga
bertujuan untuk mewujudkan adanya perlindungan dengan aifat yang tak
hanya sebatas adaptif dan fleksibel. Akan tetapi, bersifat predektif dan
antipatif. ( (Rasidji, 1993, p. 118)

Adapun menurut pendapat Setiono bahwa pengertan perlindungan
hukum yaitu adanya karakter yang memiliki cara-cara untuk memberikan
rasa aman kepada masyarakat bahwa telah dilindungi dengan adanya
tindakan yang memilki kekuasaan yang telah dilakukan oleh penguasa.
Dalam hal ini adanya sikap yang bertenangan dengan norma hukum.
Kemudian dengan begitu adanya tujuan dari hal tersebut adalh untuk

memberikan rasa yang tertib dan rasa yang tentram sehingga dengan hal



itu akan mengakibatkan kepada manusia sehingga dengan itu
kemungkinan manusia akan mendapatkan rasa aman dan menikmati
martabat mereka akan melekat sebagai manusia. ( (Setiono, 1991, p. 3)
Adapun sarana perlindungan hukum yang dikemukakan oleh
Philipus M. Hadjon antara lain sebagai berikut:
a. Sarana perlindungan hukum Preventif
Sarana perlindungan hukum preventif ini adalah dimana
ditujukan kepada subyek hukum sehingga dapat
menyampaikan bahwa tidak setuju atau dari pendapat Yang
catatanya yang telah dikeluarkan sebelum keputusan dari
pemerintah dalam bentuk keputusan pemerintah yang
definitif. Dengan ini dapat bertujuan untuk tindakan
mencegahnya Permasalahan agar dapat terhindarkan.
Perlindungan hukum preventif ini memiliki maksud yang
sangat besar terhadap langkah pemerintah yang berdasarkan
kepada kebebasan untuk berpendapat. Dengan begitu
pemerintah  perlu memilki sifat waspada terhadap
pengambilan keputusan yang dilandasi dalam diskresi.
Adapun sarana perlindungan hukum secara preventif ini di
Indonesia belum ada terdapat aturan yang khusus mengatur
dalam mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana perlindungan hukum represif



Sarana perlindungan hukum represif ini memilki tujuan
yaitu untuk dapat menyelesaikan permasalahan. Di dalam
proses peradilan baik itu proses peradilan yang ada pada
pengadilan umum dan pengadilan administrasi maka harus
memilki landasan perlindungan hukum. Dapat dilihat dari
prinsip bahwa perlindungan hukum atas tindakan pemerintah
yang berdasarkan dari konsep yang mengenai pengakuan dan
perlindungan HAM yang ditujukan terhadap Pemberian
batasan-batasan dan telah ditetapkannya kewajiban terhadap
masyarakat maupun pemerintah. Kemudian prinsip
selanjutnya yang menjadi landasan terhadap perlindungan
hukum atas tindakan pemerintah yang merupakan prinsip
negara hukum. Apabila dihubungkan dengan pengakuan
maupun perlindungan terhadap HAM memperoleh posisi
strategis yang kemudian dihubungkan terhadap apa yang
menjadi tujuan dari negara hukum. ( (Hadjon, 1987, p. 30)

Adapun pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1
ayat 6 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu menyatakan
bahwa: “ perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak
dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada

Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK



atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-
undang ini.” Keadilan dibentuk berdasarkan adanya
pemahaman Yyang sebenar-benarnya. Yang dilaksanakan
dengan cara-cara yang adil, jujur dan bertanggungjawab
terhadap perbuatan yang dilakukan. Rasa keadilan dan juga
hukum haruslah dijunjung tinggi melalui landasan hukum
poaitif sehingga memudahkan dalam hal penegakan keadilan
yang sebagaimana diatur dalam hukum dan searah dengan
realitas masyarkat yang menginginkan adanya rasa aman dan
damai. Keadilan ini wajib dibentuk selaras dengan apa yang
menjadi cita hukum dalam negara hukum. Dan tidak
berdasarkan negara kekuasaan. Kemudian fungsi dari hukum
adalah untuk melindungi kepentingan manusia dalam hal
menegakkan hukum . Ada beberapa unsur tentang
menegakkan hukum tersebut adalah:

(@) Kepastian Hukum (Rechtssicherkeit)

(b.) Kemanfaatan Hukum (zeweckmassigkeit)

(c.) Keadilan Hukum (Grechtigkeit)

(d.) Jaminan Hukum (Doelmatigkeit). ( (Ishhagq,

2009, p. 43)

Pada bagian dalam menegakkan keadian perlulah adanya
metode untk memikirkan yang sesuai dengan alat bukti

ataupun barang bukti dengan begitu bisa melaksanakan



keadlan hukum maupun isi hukum tersebut memilki arti
rumus yang telah melewati banyak keinginan bahwa manusia
memiliki kesadaran yang menjadi seseorang tersebut telah
memiki kebudayaan suku bangsanya yang meski berbeda
dengan kebudayaan suku bangsa lain. Dalam hal mengenai
keadilan atau tidak adilnya sebuah permasalahan di dalam
sebuah konflik hukum vyaitu yang dapat dilihat apabila
apartue penegak hukum melaksanakan tugasnya secara baik
dan telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan,
kemudian tidak melakukan pelanggaran yang sesuai aturan
yang telah ditetapkan. Dalam hal kewenangan pada aturan
hukum ini tidak ada lagi yang dilakukan sacara tersusum.
Sehingga dengan begitu bisa diartikan dengan penggunaan
dalam berbagai macam usaha yang terkumpul maupun
unifikasi hukum yang dapat bertujuan pada prinsip kepastian
hukum dan keadilan hukum yang telah dilakukan. ( (Ishhag,

2009, p. 44)

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Korban Kejahatan
Di dalam hal ini yang mengenai Perlindungan kepada korban kejahatan
seksual yaitu adanya upaya pencegahan atau adanya upaya mengatasi
setelah terjadinya kejahatan, perlindungan di dalam upaya hukum tersebut,
baik di dalam masyarakat ataupun pemerintah yang melakukan aparat

penegak  hukum. Dengan ini yang diberikan yaitu dalam



pengawasan/perlindungan dari berbagai ancaman yang akan membahayakan
korban. Kemudian adanya memberikan bantuan medis yang secara
memadai, kemudian adanya proses pemeriksaan dan peradilan yang adil
terhadap pelaku kejahatan. Dalam hal ini yang menjadi dasar utamanya
adalah adanya wujud dan perlindungan hak asasi manusia serta instrumen
penyeimbang.

Menurut Mulyadi mengemukakan pendapat bahwa korban kejahatan perlu
dilindungi untuk memulihkan kondisi yang terjadi kepada korban tersebut.

a. Dilihat pada maayarakat. Karena masyarakat adalah wujud
sistem kepercayaan yang telah melembaga. Adapun struktur
kelembagaan yang diekspresikan terhadap kepercayaan yang
melalui norma-norma yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan.
Telah terjadi kejahatan kepada korban maka telah terjadi pula
kerusakan pada sistem kepercayaan yang melembaga tersebut.
Sehingga akan berfungsi pengaturan Hukum Pidana dan Hukum
lainnya untuk sarana pengembalian kepercayaa.

b. Adapun terdapat pro dan kontra terhadap sosial dan solidaritas
sosial. Disebabkan negara telah termasuk memonopoli seluruh
reaksi sosial terhadap kejahatan dan negara juga melarang
tindakan yang bersifat pribadi. Dengan itu apabila terjadi
kejahatan maka korban dari kejahatan tersebut berhak mendapat
pelayanan dan negara juga harus memlerhatikan kebutuhan

korban tersebut.



c. Adapun untuk perlindungan korban dapat dilihat pada

pemindanaannya maka dengan menyelesaikan konflik tersebut.

Adapun dasar-dasar perlindungan korban kejahatan yang memiliki
beberapa teori. Dimana teori tersebut adalah untuk mengacu pada penerapan
perlindungan hak-hak korban kejahatan yang diakibatkan dan pelanggaran

yang dilibatkan kepada hak asasi yang bersangkutan.

a. Teori Utilitas
Teori ini adalah teori yang mengutamakan kemanfaatan yang
lebih diutamakan. Konsep dari teori ini yaitu memberikan
perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang
diberikannya manfaat tersebut. Dan jika dibandingkan dengan
tidak diterapkan konsep tersebut. Contoh dari manfaat yang
besar itu diberikan kepada korban kejahatan melainkan juga
diberikan kepada sistem pencegahan Hukum Pidana secara
keseluruhan.

b. Teori Tanggungjawab
Teori ini diberikan kepada pelaku tindak hukum atau subjek
hukum yang apabila segala perbuatan hukum dilakukannya yang
mengakibatkan orangain menderita kerugian, maka orang
tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang
dibuatnya,kecuali ada alasan yang membebaskannya.

c. Teori Ganti Rugi



Teori ini adalah bentuk tanggungjawab terhadap pelaku tindak
pidana yang telah membuat kesalahan sehingga harus

memberikan ganti kerugian terhadap korban atau ahli warisnya

Adapun asas hukum yang terdapat di hukum pidana. Sebagaimana asas
hukum tersebut mempunyai konsep perlindungan hukum terhadap korban
kejahatan yang memerlukan perhatian. Asas-asas yang dimaksud terdebut

adalah :

a. Asas manfaat
Asas ini adalah adanya perlindungan korban yang bertujuan
untuk tercapainya kemanfaatan bagi korban yang secara luas.
Adapun yang terkhusus yaitu dengan asas ini mengupayakan
untuk mengurangi jumlah tindak pidana dan menciptakan
ketertiban bagi masyarakat.

b. Asas keadilan
Asas ini adalah asas keadilan yang memiliki peran untuk
melindungi korban kejahatan. Akan tetapi, asas ini tidak
bersifat mutlak karena dibatasi rasa keadilan itu. Asas ini juga

memiliki peran untuk melindungi bagi pelaku kejahatan

c. Asas Keseimbangan

Asas ini adalah asas yang berperan penting dalam
mengupayakan untuk memulihkan hak-hak korban karena

dapat dilihat dari tujuan hukum adalah yang memberikan



kepentingan dan perlindungan terhadap kepentingan manusia
juga bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan
masyarakat.

Asas Kepastian Hukum

Asas ini adalah sebagaimana yang menjadi poin utama bagi
aparat penegak hukum di dalam melaksanakan tugas-tugasnya
yaitu untuk memberikan perlindungan hukun terhadap korban

kejahatan.

Ada beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan , yaitu

sebagai berikut:

a.

d.

Memberikan Restitusi dan Kompensasi
Ada tiga sistem yang diberikan restitusi dan kompensasu
kepada korban kejahatan yang dikemukakan oleh Schafer
yakni sebagai berikut:
Ganti Rugi
Ganti Rugi ini yang bersifat perdata. Karena telah bersifat
perdata maka segala proses melalui proses perdata. Sistem
perdata ini guna memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari
proses pidana.

Kompensasi
Kompensasi ini yang bersifat perdata. Sebagaimana yang
diberikan melalui proses perdata

Restitusi



Restitusi ini yang bersifat perdata dan juga bersifat pidana
akan tetapi yang telah diberikan oleh melalui proses pidana
a. Pelayanan/ Bantuan Medis
Bentuk pelayanab medis ini adalah adanya pemeriksaan
kesehatan dengan adanya laporan yang dilakukan secara
tertulis (visum atau secara keterangan medis yang telah
memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat
bukti). Adapun kegunaan dari keterangan medis ini
yaitu apabilabkorban hendak melaporkan kejahatan
yang telah korban alami dan melaporkannya kepada
aparat Kepolisian untuk ditindaklanjuti.
b. Bantuan Hukum
Bentuk bantuan hukum ini adalah untuk mendampingi
bagi korban kejahatan . Di Indonesia yang
menggunakan bantuan hukum yaitu Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM). Karena lebih banyak diberikan
bantuan hukum dibandingkan lembaga lainnya.
C. Tinjauan umum kejahatan seksual
1. Pengertian Kejahatan
Kata kejahatan berasal dari bentuk perilaku yang kurang baik.
Perilaku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Dengan tingkah
laku seperti ini adalah yang tidak disukai olen masyarakat. ( (Wahid,

2004, p. 52)Kejahatan dapat dilihat dari sudut pandang Hukum ( a crime



from the legal point of view) yaitu setiap perilaku yang telah melanggar
aturan hukum pidana. Jika suatu perbuatan itu dilarang di dalam
peraturan perundang-undangan pidana. Maka suatu perbuatan tersebut itu
bukanlah kejahatan.

Kemudian dapat dilihat dari sudut pandang Masyarakat ( a crime
from the sociological point of view) vyaitu setiap perbuatan yang
melanggar norma-norma yang masih digunakan di dalam masyarakat.
Adapun contoh bagi masyarakat muslim jika perbuatan seperti meminum
minuman keras maka itu adalah perbuatan yang tidak bagus dan telah
dilarang oleh agama dan memilki dosa dari perbuatan tersebut . Tetapi di
mata hukum pidana perbuatan tersebut tidak termasuk perbuatan jahat
atau perbuatan kejahatan. ( (Salam, 2010, p. 15)

Adapun menurut pendapat Salherland yang mengatakan bahwa
kejahatan itu adalah perbuatan yang terlarang yang telahelanggar aturan
hukum pidana. Di dalam aturan hukum pidana jika perbuatan tersebut itu
dari tingkat moralitas maupun tingkat kesopanannya itu tidak termasuk
kejahatan. Maka bulan termasuk yang dilarabg oleh hukum pidana.
(Rukmini, 2006, p. 49) Menurut Bemmelen berpendapat mengenai
kejahatan yaitu jika setiap perbuatab yang tingkah laku tidak baik dan
telah merugikan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan di lingkungan
masyarakat tersebut sehingga masyarakat tersebut berhak untuk
menghukumnya dan berhak untuk menolak perbuatan tersebut hadir

dilingkungan masyarakat tersebut. Dilihat dari Kitab Undang-undang



Hukum Pidana mengenai dengan kejahatan-kejahatan yang sebagaimana
dirumuskan oleh ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Hukum Pidana mengatakan kejahatan yaitu setiap tindakan yang
dilakukan telah melanggar sebuah antara dari rumusan kaidah hukum
pidana. Maksud dari itu adalah yang telah memenuhi segala unsur-unsur
kejahatan. Sehingga perbuatan tersebut dapat dihukum, atau perbuatan
yang telah dilakukan dimana telah melanggarnya sehingga dapat diancam
pidana, dalam hal ini Utrecj mengemukakan bahwa apabila peristiwa
pidana itu sama dengan konsep kejahatan dalam arti Yuridis yang
diartikan sebagai peristiwa yang di Undang-undang telah ditentukan dan
sebagai peristiwa yang menimbulkan hukuman. (Utrech, 1986, p. 253)

Dalam konsep yuridis mengenai arti kejahatan yaitu tingkah laku
manusia yang bisa dihukum dengan aturan hukum pidana. Dalam hal ini
sama dengan halnya menurut pendapat Wirjono yang mengatakan bahwa
setiap perbuatan yang dapat dikenai hukuman pidana. (Prodjodikoro,
2003, p. 59)

Kata kejahatan pada awalnya hanyalah sebagai “cap” yang
diberikan kepada masyarakat bahwa perbuatan yang dianggap buruk
yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang
ditetapkan dimasyarakat. Hal ini mengartikan bahwa kejahatan yang
berlaku secara umum apabila telah menderita kerugian secara ekonomis,
serta perbuatan tersebut secara psikologis merugikan sehingga di

masyarakat muncul rasa tidak aman dan melukai perasaan.



2. Pengertian kejahatan seksual

Mengenai pengertian seksual dapat diambil dalam kata “sex” yang
berarti “jenis kelamin” ini termasuk kedalam bahasa Inggris. Arti dari
jenis kelamin tersebut adalah adanya hubungan persetubuhan terhadap
laki-laki dan perempuan. Dalam hal yang mudah yang sering ditemui
oleh seksual ini adalah yang menyimpang yaitu kejahatan seksual.
Mengenai arti kejahatan seksual adalah seluruh tindakan yang mengenai
seksual yaitu seperti hanya melakukan percobaan tindakan seksual saja,
adanya melakukan komentar yang tidak diinginkan atau menyinggung
perasaan, kemudian adanya perdagangan seks yang menggunakan sikap
mengancam dan adanya sikap paksaan yang dilakukan difisik dengan
melakukan tendangan didalam tubuh korban yang dilakukan dalam
kondisi apa saja. Hal ini yang termasuk pada kondisi yang tidak terbatas
di dalam rumah dan pekerjaan. Kemudian kejahatan seksual merupakan
adanya tindakan pelecehan seksual yang dilakukan secara paksa dan
melakukan korban menjadi budak, kemudian membuat korban tersebut
hamil yang dilakukan secara paksaan dalam melakukan kekerasan
seksual,kemudian adanya eksploitasi seksual dan adanya penyalahgunaan
seks maupun aborsi.

Dalam istilah kejahatan seksual dapat diartikan dalam bahasa
inggris Yyaitu sexualhardness. Dapat diartian kata hardness yaitu
kekerasan yang tidak menyenangkan atau yang tidak bebas. Kemudian

kata sexual yaitu yang saling berkaitan dengan seksual dan memilki arti



juga disetiap perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si korban dan
pelaku. Dengan hal ini adanya terdapat ancaman yang menekankan
sehingga tidak menyenang maupun tidak bebas.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah
mengatur tentang kekerasan yaitu pada pasal 89 yang mengartikan
kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil
secara sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan
segala macam senjata, dan membuat orang pingsan tidak berdaya.
(Soesilo, 1995, p. 98)

Kemudian pengertian kekerasan dapat diartikan dalam pasal 285
dan Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, di dalam Pasal 285
ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa perempuan Yyang bukan istrinya berhubungan
seksual. Sedangkan di dalam Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum
Pidana disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan
pada dirinya perbuatab cabul

Bentuk-bentuk kekerasan dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) yakni
pemerkosaan yang biasanya terjadi pada suatu saat dimana pelaku (
biasanya) lebih dulu mengancam dengan memperlihatlan kekuatannya,
inaest, hubungan seksual atau aktivitas seksual antara individu yang

mempunyai hubungan kerabat yang perkawinan diantara mereka dilarang
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BAB I111

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan
Seksual
Perlindungan Hukum yang diberikan kepada anak Korban kejahatan
seksual di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru adalah dari semua bentuk
perlindungan hukum tersebut adalah yang telah ditentukan oleh ketentuan pada
Undang-undang yang telah ditetapkan. Adapun ketentuan tersebut yang
terdapat pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan pada Pasal 69 A.
Pembahasan yang mengenai pada bentuk-bentuk kejahatan seksual
terhadap anak, yang perlu diketahui adanya pemikiran yang menjadi dasar
yang kemudian berulah akan bisa mudah dipahami sebab telah dapat
menjadikan itu sebagai suatu alasan terhadap bentuk-bentuk kejahatan seksual
sebagaimana telah disampaikan oleh ibu Kanit PPA Polresta Pekanbaru yaitu
Ibu AKP Juniasti, S.H, M.H. berdasarkan dari apa yang menjadi hasil
wawancara yang sudah penulis lakukan. Bahwa beliau mengatakan yang
mengenai kejahatan seksual ada beberapa bagian yaitu:
1. Kejahatan seksual dalam arti berat. Maksud dari kategori berat ini
adalah kejahatan yang menganai langsung ke kontak badan korban.
Misalnya kejahatan dalam pencabulan atau kejahatan dalam
perkosaan. Adanya tindakan untuk mencium korban dengan
memiliki unsur paksaan, adanya tindakan perankulan yang dalam

1



hal ini merangkul secara tidak sehat, dan juga adanya tindakan
lainnya yang bisa jadi kemungkinan akan menyebabkan timbulnya
rasa muak bahjan rasa jijik, adanya tindakan meneror, adanya
tindakan yang mneimbulkan rasa hina, kemudian seolah-olah
diarahkan yang kemudian merujuk terhadap perbuatan cabul.

. Adanya unsur paksaan terhadap dilakukannya hubungan badan
yang dimana dari korban yang tidak mau atau ketika korban tidak
menginginkan akan perbuatan tersebut.

. Memanfaatkan korban agar dapat dilindungi akan tetapi yang
terjadi yang sebaliknya, bahkan korban kemudian berhubungan
badan dengan pelaku tersebut.

. Adanya perbuatan kejahatan seksual yang dapat berwujud
kekerasan yang sangat fatal dan dikategori masih dalam kekerasan
yang berat maupun ringan bahkan semata-mata hanya dijumpai
pada orang dewasa, akan tetapi anak juga dapat mengalaminya dan
tentu kemungkinan akan terjadi kepada siapapun dan dimanapun.
Oleh sebab itu, masyarkat yang memiliki potensi yang dapat
melakukan potensi pada dirinya dan kemudian berujung menjadi
korban kejahatan, inilah yang kemudian akan menjelaskan
bahwasanya setiap seseorang memiliki peluang yang sama dan
kemudian berpeluang menjadikan dirinya menjadi korban dari
sebuah kejahatan. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan bahwa

sadarkah setiap seseorang yang mengenai hak tersebut akankah



mereka bisa untuk menyikapinya dalam melakukan segala upaya
untuk mencegah dirinya tidak menjadikan korban terhadap
kejahatan seksual.

Perlindungan terhadap anak dalam memberikan Perlindungan Hukum
maka pemerintah perlu sesuaikan dengan dasar yang telah berprinsip pada hak
anak dan perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual. Dimana untuk
memberikan perlakuan yang sesuai, dengan begitu juga memberikan
kesempatan yang sesuai juga dengan kebutuhan terhadap anak korban
kejahatan seksual tersebut.Dilihat dari hasil penelitian, Penulis di Kepolisian
Resor Kota pekanbaru. Dengan begitu Penulis telah mendapatkan data pada
Anak Korban Kejahatan Seksual . Berikut ini data tentang Anak korban

kejahatan seksual dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019

Tabel 3.1
Jumlah korban kejahatan seksual yang terjadi di kota pekanbaru
No | Tahun Jumlah
1. 2018 73 orang
2. 2019 58 orang

Sumber data: diolah berdasarkan data Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Resor Kota Pekanbaru.

Dilihat dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa ada kenaikan dan
penurunan. Data tersebut yang di tangani oleh Kepolisian Resor Kota
Pekanbaru yaitu anak yang menjadi korban kejahatan seksual tersebut adalah
bukti adanya perlakuan kejam yang dialami oleh anak sehingga anak menjadi

korban kejahatan seksual. Adapun macam-macam kejahatan seksual yang



termasuk dari data yang telah di dapatkan adalah adanya kejahatan pencabulan
terhadap anak, adapun kejahatan membawa anak dibawah umur, adapun
melakukan persetubuhan kepada anak yang seharusnya tidak pantas dilakukan
terhadap orang dewasa. Diketahui pada wawancara yang dilakukan oleh
penulis kepada Responden yaitu ibu IPTU Mimi Wira Swarta, S.H.. sebagai
KANIT IDIK VI Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Kasat Reskrim (

POLRESTA PEKANBARU).

Perlindungan Hukum yang diberikan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
kasat Reskrim kepada anak korban kejahatan seksual, yang sebagaimana
dimaksud pada Pasal 69 A menyebutkan tentang perlindungan khusus bagi
anak korban kejahatan seksual. Adapun yang dimaksud pada Pasal 59 ayat (2)
huurf J yaitu adanya melakukan upaya pada nilai-nilai agama, nilai-nilai
kesusilaan dan adanya upaya dalam proses pembelajaran yang lebih baik dalam
kesehatan, adanya upaya rehabilitasi sosial, adanya upaya pendampingan
psikososial pada saat pengobatan sampai dengan pemulihan dan adanya
perlindungan dan pendampingan pada saat pemeriksaan dari penyidikan,

penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Adapun bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan
seksual di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Kasat Reskrim
yaitu pada wawancara yang di dapatkan oleh Bripka Markus Perwanto, S.H.
menyebutkan bahwa untuk melakukan perlindungan hukum terhadap anak
korban kejahatan seksual sesuai aturan perlindungan yang telah di tetapkan dan
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dapat dilihat pada Undang-

1



undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada
Pasal 19 mengatakan bahwa; merahasiakan identitas anak kprbab atau anak
saksi dengan merahasiakan identitas kepada berita di media massa. Kemudian
menerapkan aturan yang terdapat pada Pasal 23 Undang-undang Nomor 11
tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yaitu anak yabg menjadi
korban kejahatan seksual wajib dilindungi baik itu dalam tingkat pemeriksaan
yaitu dengan memberikan bantuan kepada pembimbing kemasyarakatan atau di
dampingi yang lain sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kemudian anak
korban juga wajib di dampingi oleh orang tua atau orang yang dipercaya

terhadap anak korban.

Didalam proses penyidikan sampai persidangan perlu adanya bantuan
hujum terhadap anak korban kejahatan seksual. Karena dalam hal ini seorang
anak pasti akan mengungkapkan segala hak yang telah dialaminya maka
dengan itu perlu adanya bantuan hukum seperti Penegak Hukum bahkan orang
tua dari anak korban kejahatan seksual tersebut. Dalam proses penyidikan
hingga persidangan akan diminta menjelaskan bahkan tidak diminta untuk

dijelaskan seorang anak korban yang telah dialaminya.

Dapat dilihat secara umun tentang korban yaitu seseorang atau kelompok
yang mengalami gangguan dari fisik, mental, dan sosial oleh sebab itu
dikarenakan adanya tindakan kejahatan. Dalam hal ini Arief Gosita
mengemukakan tentang korban adalah seseorang yang mengalami gangguan
dari fisik lahir hingga batin yang diakibatkan oleh orang lain yaitu hanya
mencari kepuasan pada diri sendiri atau mereka yang melakukan terhadap

1



seseoran tersebut sehingga melanggar pada ketentuan hak asasi sehingga

timbulah kerugian. (Gosita Arief.1993. p. 63)

Mengenai pengertian kejahatan seksual terhadap anak yaitu apabila
seseorang remaja dan dewasa yang dilakukan kejahatan terhadap anak yang
menjadi anak sebagai alat untuk memuaskan nafsu mereka sebagai seseorang
pelaku kejahatan. Kemudian kejahatan seksual ini yang dimana anak menjadi
korban adalah yang dilakukan oleh orang remaja dan dewasa adalah pada
umumnya yang memiliki hubungan dekat maupun memiliki hubungan yang
khusus terhadap anak tersebut. Seperti hanya sebatas kenalan, teman dekat,
teman bermain, ayah, saudara, keluarga dekat, tetangga dan juga dilakukan
dengan orang yang sama sekali belum dikenal. Dalam halbini terdapat dampak
dan kejadian dalam kejahatan seksual terhadap anak yaitu dapat merusak
mental anak korban. Sehingga dapat membuat anak menjadu trauma berlebihan

sehingga akan menjadikan korban tersebut gangguan pada mental.

Kemudian dapat dilihat dari teoritis, adanya bentuk perlindungan
terhadap korban yang dimana bentui tersebut dan kerugian yang dialami oleh
korban. Dengan begitu dapat terfokus pada kasus kejahatan yang telah terjadi,
dalam hal ini ada beberapa bentuk perlindungan tersebut dengan korban yang

sering terjadi yaitu sebagai berikut:

a. Adanya pemberian Restitusi dan Kompensasi Telah dijelaskan di
dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2020 terhadap

adanya pemberian kompensasi adalah bentuk ganti rugi yang



diberikan dari negara terhadap pelaku yang kurang mampu untuk

menderita ganti kerugian terhadap korban, kemudian adanya

pemberian Restitusi adalah bentuk ganti rugi yang berikan kepada

korban atau keluarga korban dari pelaku yang berupa sebagai

berikut:

(1.) Mengembalikan harta milik korban

(2) Melakukan pembayaran gantinya terhadap korban pada
kehilangan yang di alaminya.

(3.) Adanya penggantian biaya dalam tindakan tertentu.

Konseling

Adanya pemberian konseling yang sangat pantas diberikan dengan

korban kejahatan yang telah menimbulkan trauma Yang mendalam .

. Adanya Pelayanan atau Bantuan medis

Pelayan atau bantuan medis ini juga sangat pantas diberikan dengan

korban yang mengalami penderitaan dari fisik sehingga memerlukan

bantuan medis akibat kejahatan. Adapun kegiatan dari pelayanan

atau bantuan medis ini adalah pemeriksaan kesehatan dan adanya

laporan tertulis ( visum atau keterangan medis yang memiliki

kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti yang sah)

Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah adanya pemberian pendampingan terhadap

korban kejahatan. Dalam hal ini bantuan hukum yang dilakukan di



Indonesia yaitu yang banyak diberikan kepada Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM).
e. Pemberian Informasi
Adanya pemberian Informasi terhadap korban untuk keluarganya
yang berhubungan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan
tindak pidana yang telah diderita oleh korban.
B. Bentuk Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban
Kejahatan Seksual di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual adalah
segala upaya yang dilakukan dalam melindungi anak yang telah mengalami
masalah pada tumbuh kembang anak dan telah mengalami ketidakbebasan
dan hak asasi anak juga. Dengan begitu perlu memberikan perlindungan
hukum sehingga segala kepentingan terhadap anak akan dapat
mensejahterakan anak.

Mengenai pembahasan ini, Penulis telah memdapatkan informasi yang
mengenai adanya pelaksanaan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual
di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian
yang dilakukan penulis di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru dari hasil
wawancara oleh ibu Kanit Idik VI PPA Polresta Pekanbaru yaitu ibu IPTU
Mimi Wira Swarta, S.H mengatakan bahwa segala bentuk pelaksanaan yang
mengenai proses pelaksanaan terhadap perlindungan hukum kepada anak
korban kejahatan seksual tersebut sesuai dengan aturan yang berdasarkan

dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana anak yang telah



mengalami kejahatan seksual akan mendapatkan segala hak-haknya dan akan

mendapatkan perlindungan yang akan sesuai dengan kebutuhan anak korban

kejahatan seksual tersebut.

Hasil wawancara mengenai anak korban kejahatan seksual tersebut

menurut ibu IPTU Mimi Wira Swarta, S.H yang selaku Kanit Idik VI PPA

Polresta Pekanbaru. Menanggapi bahwa bentuk Pelaksanaan Perlindungan

Hukun yang di dapatkan oleh anak korban kejahatan seksual tersebut yaitu:

1.

2.

Adanya merahasiakan semua identitas korban tersebut.

Dalam melakukan Proses Pemeriksaan korban maka mendatangkan
langsung korban tersebut ke tempat kantor polisi dan didampingi oleh
orangtua korban.

Adanya bantuan medis yang diberikan oleh pihak kepolisian serta
dengan dibantu dengan melakukan Visum et Repurtura.

Adanya bantuan yang diperoleh anak korban kejahatan seksual sesuai
dengan apa yang korban butuhkan

Memberikan tempat aman bagi anak korban yang merasa tidak
nyaman ketika tinggal dirumahnya.

Melakukan konseling kepada anak korban.

Adanya memberikan informasi yang mengenai hak-hak korban.
Adanya melakukan bantuan bagi anak korban yang akan diurus dan
akan mendapatkan restitusi.

Adanya memberikan kepada anak yang membutuhkan rehabilitas.



10. Adanya bantuan bagi anak korban menjemput dan mendatangi anak

korban di rumahnya.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di
Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru dari hasil wawancara oleh ibu Kanit
Idik VI PPA Polresta Pekanbaru yaitu ibu IPTU Mimi Wira Swarta,
S.HKemudian dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak
korban kejahatan seksual pihak Kepolisian atau pihak Pemberdayaan
Perempuan dan Anak juga melakukan segenap koordinasi dan adanya
kerjasama terhadap dinas sosial, karena pihak kepolisian juga melaporkan
atas adanya kejadian kejahatan seksual sebagaimana Dinas sosial

melakukan tugasnya dan kewajibannya.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di
Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru dari hasil wawancara oleh ibu Kanit
Idik VI PPA Polresta Pekanbaru yaitu ibu IPTU Mimi Wira Swarta,
S.HMemahami sejauh mana korban dalam terjadinya korban kejahatan
yang diidentifikasikan melalui beberapa jenis. Untuk kejahatan seksual
terhadap anak maka peranan anak sebaga korban termasuk dalam kategori
latent victims, yaitu anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik maupun
mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya yang mudah
menjadi korban karena kelemahan fisik serta fisik dan karakter tertentu

yang dimiliki sehingga cenderung menjadi korban.



Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di
Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru dari hasil wawancara oleh ibu Kanit
Idik VI PPA Polresta Pekanbaru yaitu ibu IPTU Mimi Wira Swarta,
S.HTerkait kejahatan seksual dengan anak korbannya, perlu adanya upaya
preventif dan represif dari pemerintah. Upaya preventif perlu dilakukan
dengan dibentuknya lembaga yang berskala nasional untuk menampung
anak yang menjadi korban tindak kejahatan seksual. Lembaga
penyantunan korban semacam ini sudah sangat mendesak, mengingat
vitimasi yang terjadi di indonesia pada beberapa tahun terakir ini sangat
memperihatinkan. Oleh karena itu, berkaitan dengan anak yang menjadi
korban pelecehan seksual sangat rentan untuk megalami viktimisasi.
Viktimisasi sendiri menurut JE. Sahetapy adalah penderitaan baik fisik ata
psikis atau menta berkaian denga berbagai perbuatan, perbuatan yang
dilakukan itu bisa dari perseorangan, suatu kelompok tertentu, suatu
komunitas tertentu, bahkan juga dari penguasa. Interaksi negative dari
pihak keluarga, teman, masyarakat bahkan penegak hukum dalam
viktimisasi tersebut dapat menyebabkan terjadinya secondary victimization

pada anak.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di
Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru dari hasil wawancara oleh ibu Kanit
Idik VI PPA Polresta Pekanbaru yaitu ibu IPTU Mimi Wira Swarta, S.H
Secndary vitimization atau menjadi korban untuk kedua kalinya

merupakan hasil dari viktimasi yang merupakan kenyataan sosial. Adanya



stigma dimasyarakat yang memandang bahwa anak yang menjadi korban
kejhatan seksual adlah anak yang membuat malu keluarga dan
ingkungannya. Selain itu factor lain adalah system hukum itu sendiri.
Fakta dan data dilpangan menunjukkan bahwa terkdang korban belum
mendapatkan pelayanan yang optimal dari penegak hukum, pemerintah
dan masyarakat. Alih-alin korban mendapatkan lainnya. Sebaiknya korban
malah menjadi korban lanjutan akibat dari sikap aparat penegak hukum
yang kurang tepat. Dalam banyak kasus, viktimisasi senantiasa berulang
namun degan actir pelaku yang berbeda namun sama perannya dalam
menimbulkan penderitaan kepada korban. Biasanya kepentingan korban
kejhatan seksual kurang diperhatkan byek perhatian masih lebih focus
kepad bagaimana memberikan hukuman kepada si pelaku kejhatan seksual
. hal ini negatif tersebut sangat berpengaruh terhadap terjadinya secondary

victimazation.

Hukum perlindugan anak merupakan hukum yang menjamin hak-
hak anak kewajiban anak. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak
merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melndungi anak-anak
indonesia. Masalahnya tidak semata-mata didekati secara yurudis, tetapi

perlu pendekatan yang lebih luas yaitu ekonomi, sosial dan budaya.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di
Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru dari hasil wawancara oleh ibu Kanit
Idik VI PPA Polresta Pekanbaru yaitu ibu IPTU Mimi Wira Swarta,
S.HMasih dalam proses pelaksanaan perlindungan hukum pihak
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Kepolisian atau pihak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
saling memberikan informasi kepada Dinas sosiak terhadap anak korban
kejahatan seksual yang perlu ditangani langsung dan mewawancarakan
langsung kepada anak korban kejahatan seksual yang mengalami kondisi
korban dan menanyakan kebutuhab yang diperlukan oleh anak korban
tersebut. Dalam mengalami proses pelaksanaan perlindungan hukum pihak
Kepolisian mendatangkan psikolog jika anak korban mengalami gangguan
psikisnya atau trauma. Sehingga anak korban akan mendapatkan bantuan
direhabilitasi guna untuk memulihkan gangguan psikologinya ataupun

traumanya

Kemudian hasil wawancara kepada bapak Bripka Markus Perwanto
Hardikno, S.H selaku penyidik di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Kasat
Reskrim. Menjelaskan bahwa bentuk pelaksanaan perlindungan hukum
yang diberikan kepada anak korban kejahatan seksual yaitu dalam proses
pelaksanaan perlindungan hukum pada tahap pencegahasan sampai dengan
pada tahap rehabilitasi kepada korban. Kemudian bapak Bripka Markus
Perwanto Hardikno, S.H juga menjelaskan bahwa bentuk Pelaksanaan
Perlindungan Hukum terhadap anak korban kejahatan seksual telah
ditetapkan sebagaimana yang terlah berdasarkan kepada kententuan
Peraturan Perundang-undangan. Salah satunya yaitu pada Undang-undang
Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Sebagaimana telah diberikan bantuan medis dan melakukan rehabilitasu

terhadap anak korban kejahatan seksual dengan sesuai kebutuhannya.



Adapun hasil wawancara yang dilakukan penulis oleh bapak Bripka

Markus yang selaku penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Kasat

Reskrim yaitu:

a.

b.

h.

Melakukan penyampaian yang mengenai hak-hak korban.
Adanya melakukan sosialisai yang sesuai dengan Undang-
undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adanya melakukan pendampingan hukum yang dimulai dari
proses pemeriksaan hingga proses persidangan.

Adanya melakukan sistem konseling sehingga anak akan tetap
merasa aman.

Adanya memberikan informasu disetiap proses persidangan.
Melakukan rahasia identitas korban dari berbagai macam
media massa.

Memberikan perlindingan hukum yang di datangkan langsung
psikolog untuk anak korban kejahatan seksual.

Adanya bantuan rehabilitasi bagi korban kejahatan seksual

Kemudian hasil wawancara kepada bapak Bripka Markus Perwanto

Hardikno, S.H Pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban

ternyata belum maksilmal sebagaimana yang diberikan oleh Undang-

undang. Walaupun belum maksimal, namun ada beberapa bentuk

perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban

sesuai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang terdapat pada Pasal 64

ayat (3), bahwa anak sebagai korban mendapatkan :
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1.  Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga

2. Adanya upaya perlindungan dan pemberian identitas melalui
media massa untuk menghindari labelisasi

3.  Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi
ahli baik fisik, mental, maupun sosial.

4.  Pemberian perkembangan perban.

Masalah anak memang bukan suatu masalah yang wajar, melainkan
anak adalah sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Adapun faktor
yang mendukung pelangaran terhadap anak korban kejahatan yaitu sebagai

berikut:

a.  Keinginan untuk mengembangkan perlakuan adalah terhadap
anak dan peningkatan kesejahteraan anak

b.  Hukum Kkesejahteraan yang dapat mendukung perlakua
pelayanan terhadap anak korban kesejahteraan.

c.  Sarana yang dapat diterapkan untuk melaksanakan pelayanan
terhadap anak korban kejahatan.

Kemudian hasil wawancara kepada bapak Bripka Markus Perwanto
Hardikno, S.H Dengan demikian hal ini merupakan kewajiban bagi generasi
terdahulu untuk menjamin, untuk memelihara, dan pengamanan kepentingan
tersebut selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya yaitu
keluarganya. Dengan hal ini perlindungan hujum adalah adanya satu usaha yang
hadirnya keadaan kondisi yang syarat memungkinkan terhadap pelaksanaan hak

dan kewajiban anak secara manusiawi.



Kemudian hasil wawancara kepada bapak Bripka Markus Perwanto
Hardikno, S.H Adapun kejahatan seksual yang diderita pada anak di bawah umur
sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup besar. Dapat dilihat dalam
pemberitaan media cetak dan elektronik mengenai kejahatan seksual pada anak
dapat dijumpai dalam setiap waktu, dalam hal ini ada bentuk dan modus
operasinya yang bermacam-macam yaitu adanya kecenderungan yang
meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak, baik secara fisik maupun psikis
yang sering dilakukan oleh issue dalam tingkat nasional, adanya regional serta
internasional. Kejahatan seksual terhadap fisik dan psikis yang terjadi antara
sesame manusia yang bermula sejak manusia itu ada dimuka bumi. Dalam hal ini
telah terjadi dan terjadi sesekali dan bahkan akan menentap.

Kemudian hasil wawancara kepada bapak Bripka Markus Perwanto
Hardikno, S.H Dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang harus
bersifat fisik atau segala sesuatau yang utuh dan lengkap. Dengan hal itu perlunya
pembedahan dan menanganan yang baik dari segi medis, internal penghayatan
pada seseorang, dan adanya aspek hukum yang masi banyak mengandung
kelemahan, perlunya pendukung sosial, perlunya pendukung ekonomis. Adapun
langkah- langkah pembentukan dan adanya bentuk komunikasi yang bertujuan
untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dalam mengambil sebuah kebijakan
atau keputusan.

Ada beberapa hal yang dapat di perhatikan dalam perbaikan dan

penyempurnaan penanganan yaitu sebagai berikut:



1.

Kekerasan seksual adalah tindakan yang didasarkan keinginan dan adanya
penaklukan serta merendahkan untuk mendukung suatu kejahatan seksual
yang menjadi pemicu utama. Oleh sebab itu, kekerasan seksual tidak selalu
terlihat dalam bentuk pemerkosaan saja melainkan dalam bentuk lainnya.
Dalam hal ini untuk mengupayakan perkosaan belum berlangsung dengan
sempurna dengan demikian, dampak para korban yang sering terjadi
adalah dampak yang buruk. Pemerkosan adalah seseorang yang menjebak
dan mengandung banak kelemahan dan memaksakan hubungan seksual
yang di lakukan oleh anak.

Pengalaman klinis menunjukkan cukup banyak penganiayaan atau
penyalahgunaan sesksual masa anak-anak yang dilakukan oleh orang-
orang yang masih dekat dengan korban, yang sehingga akan menimbulkan
dampak psikologis dalam waktu yang cukup lama. Isu incest atau
penganiayaan seksual ini adalah yang belum mendapatan perhatian yang
diberikan oleh semua pihak pada isu penganiayaan seksual terhadap anak,
oleh karena itu dengan adanya sifat yang khusus yaitu penanganan
terhadap kasus yang demikian tidak sama dengan penanganan terhadap
kasus kekerasan yang lainnya.

Adanya melakukan kampanye atau berbagai macam melakukan advokasi
yang anti kekerasan terhadap anak . kemudian apabila anak akan semakin
banyak terbantukan dengan adanya counsciousness rusing dan adanya
pemberdayaan korban ( dalam arti membuka keberanian untuk membahas

masalah kekerasan, meninggalkan rasa malu dan tabu). Akan tetapi dalam



hal ini tidak diperkirakan ada banyak atau tidak banyaknya yang
berdampak langsung dalam mengubah tingkah laku dari pelaku. Adanya
kejadian dalam menurunnya kesewenanagan dalam melakukan kekerasan
yang dapat diperkirakan dapat terjadi pada saat produk dan proses hukum
yang sung-sungguh dan dapat menjerat pada pelaku dengan hukuman yang
sangat setmpal, dan masyarakat akan bisa menunjukkan bahwa ada
pemihaknya bagi korban dengan enyediakan dalam berbagai bentuk
dukungan sosial yang nyata.

4. Dengan adanya kompleks permasalahan pada seputar kekerasan terhadap
anak, adapun dalam arti yang khusus pada kekerasan seksual, dalam hal
ini adanya penanganan atau tindakan legal terhadap korban tidak dapat
dilakukan secara sepenuhnya sama seperti terhadap korban tindak criminal
lain. Perlu adakehadiran saksi ahli yang bisa menggantikan dilakukannya
tindakan hukum.Dari hasil penelitian yang sudah penulis lakukan, melalui
metode wawancara terhadap pihak-pihak yang telah dianggap telah
mempunyai pemahaman atau yang berdasarkan studi kepustakaan dan juga
dengan tindakan pengamatan terhadap peristiwa yang ada terkhusus yang
terjadi di Kota Pekanbaru terhadap terjadinya suatu masalah kejahatan
seksual. Oleh sebab itu, penulis akan menjelaskan bahwa ada dua faktor

yaitu faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut:

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri korban. Adapun

penjelasan yang mengenai ini adalah:

a. Dilihat dari sikap yang tercermin pada diri anak ( kepribadian)

1



Kepribadian pada diri seseorang tak dapat dipungkiri bahwa
merupakan sebagai penentu dari baik besarnya atau kecilnya peranan
korban terhadap sebuah kejahatan seksual yang akan terjadi. Adapun
hal yang serupa juga yang terjadi pada korban kejahatan seksual
terhadap anak, dimana kepribadian yang melekat pada korban yang
kemudian akan menjadi representasi atas situasi dan kondisi korban
didalam terjadinya kejahatan seksual terhadap dirinya. Dalam hal ini
korban kehajatan seksual terhadap anak masih memiliki sifat yang
memang sangat mudah untuk diarahkan, menuruti perintah adalah
yang yang sangat mudah untuk dilakukan, dan sangat mudah
dipengaruhi serta mempunyai ketrebatasan dalam hal yang bersikap,
berfikir yang secara rasional. Inilah yang dapat menjadikan sebagai
pemicu anak yang kemudian akan menyebabkan dirinya menjadi

korban dari kejahatan seksual.

. Dilihat dari keimanan atau kerohanian

Bahwa agama telah menjadi landasan yang seseorang mencerminkan
langsung perilakunya. Sehingga lemahnya keimanan dalam beragama
dapat mempengaruhi tingkah lakunya seseorang. Dengan demikian
dapat dipahami bahwa agama seseorang akan terhindar dari perilaku
yang menyimpang dan dapat melindungi seseorang dari hal-hal yang
dapat merugikan diirnya.

. Adanya sikap ketertarikan kepada korban danpelaku di dalam hal

dengan adanya ketertarikan hubungan emosional



Hubungan emosional ini yang seperti pertemanan antara pelaku dan
korban seperti misalnya, pelaku dan korban telah berpacaran atau
pelaku dan korban berteman dalam maksud teman dekat yang
kemudian akan menjadi peluang bagi pelaku untuk dapat berjumpa
dengan korban pada waktu kapan saja dan dimana saja. Dalam hal ini
kadang bisa dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan perbuatan
kejahatan seksual terhadap korban , baik adanya tindakan yang telah
direncanakan maupun tidak direncanakan karena pelaku yang
cenderung lebih sering berada di dekat korban. Yang menjadi
masalahnya dari hal ini adalah ketika korban tersebut adalah anak
maka peran aktif terhadap pelaku untuk mencari celah kelemahan
korban dan akan memberikan kasih sayang terhadap korban dan
korban tersebut akan mempercayainya dan memiliki hubungan
emosional seperti pacaran. Kemudian kejadian itu pelaku akan bisa
memanfaatkan kesempatan pada korban yang seperti ketergantungan
akan adanya rasa kasih sayang dari pelaku. Dan karena itu juga adanya
keterbatasan yang dimiliki korban dan begitu mudahnya korban akan
terseret dalam kejahatan seksual terseut.

. Adanya Taraf Pendidikan

Kejahan yang delikuensi dapat pula merupakan akibat dari kurangnya
pedidikan dan kegagalan-kegagalan lembaga pendidikan. Ini yang
telah dikemukakan oleh Suherland dan Cressy . yang menjadi penentu

terhadap kondisi pola berfikir seseorang ada pada pendidikannya.



Adapun penyalahgunaan dalam memberikan edukasi tentang seks
kepada anak yang kemudian anak menjadi faktor yang mendorong
anak menjadi korban kejahatan seksual. Seringnya hal ini terjadi pada
pemberian edukasi yang mengenai seks kepada anak baik dirumah
melalui orang tua sangat jarang dijumpai dan dilakukan. Oleh sebab
itu, anak dapat dianggap belum cukup umur untuk memperoleh dan
masuk kedalam pembahasan yang berhubungan dengan seks. Apabila
ini diartikan kepada anak, maka akan terjadi kepada anak yang sudah
dapat pemahaman tentang seks atau informasi yang seputar seks baik
yang disampaikan kepada teman-temannya maupun sumber lainnya.
Hal inilah yang akan menjerumuskan anak kemudian akan
menyesatkan anak tersebut. Kemudian dengan begitu ada hal yang
sangat parah adalah apabila informasi yang mengenai seks itu bahkan
telah didapatkan anak dari pelaku kejahatan seksual yang memang
bertujuan untuk menyesatkan bagi korban tersebut.
1. Adanya Faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar
a. Terjadinya pengkikisan moralitas di masyarakat

Dalam hal ini terjadinya pengkikisan sikap di dalam masyarakat yang
tidak dapat dapat dipungkiri karena memang selalu dapat
mempengaruhi oleh bermaam-macam aspek kehidupan yang salah
satunya menjadi contoh ialah aspek sosial dan budaya yang tumbuh di
masyarakat. Dalam jalur kehidupan yang dapat terseret arus lajunya

transisi yang mengarahkan kearah yang lebih buruk dan bisa



mengakibatkan dari adanya modrenisai zaman dan kemudian tidak
ditanggapinya secara matang. Misalnya dapat dilihat dari
berkembangnya dunia berpakaian yang kemudian meniru gaya
berpakaian Negara laian atau dalam bahasa sehari-hari disebut
mengikut kebarat-baratan yang kemudian dianut oleh masarakat yang
dimana itu akan membuat cara berpakaian akan menjadi bertolak
belakang dengan budaya yang ada di Indonesia sehingga akan menjadi
faktor yang akan timbulnya kejahatan seksual terhadap anak yang
menjadikan anak sebagai korban. Sebagaimana telah dijelaskan oleh
Kanit PPA Polresta Pekanbaru vyaitu Ibu Jusniati,S.H,. M.H
bahwasanya remaja pada saat sudah memasuki kepada arah berpakaian
yang kebarat-baratan dan terluhat dari kehidupan sehari-harinya di
tengah kehidupan bermasyakarat tersebut kemudian itu akan bertujuan
untuk menemukan bahwa jati diri mereka yang melalui berbagali
eksistensi yang ia perlihat di dalam lingkungan masyarakat. Baik itu
secara perilaku dalam bergaul maupun cara berpakaian.

Kemudian dapat dilihat dari model berpakaian yang sangat mecolok,
yang tidak memilki perilaku yang tidak ada sopan dan santunnya.
Seperti berpakaian yang sangat ketat, sehingga menampilkan lekuk
tubuh, kemdian menampilkan aurat yang sangat sering diperlihatkan
sehingga ini merupakan gaya berpakaian wanita pada masa ini,
sehingga dalam hal inilah yang kemudian dicoba untuk dijadikan

bahan tiruan oleh anak. Kebesan yang semakin menjadi terhadap



pergaulan anak apalagi didalam konteks hubungan seks yang bebas
yang kemudian akan sejalan dengan timbulnya kejahatan seksual yang
sanga jelas bahwa telah bertentangan dengan norma-norma yang telah
ditentukan di dalam aturan perundang-undangan yang di Indonesia.
Anak yang berada di usia berkembang maka seringnya mereka masih
bersifat yang apa adanya. Dengan demikian akan membuat anak bisa
memasuki kedalam situasi yang kemudian akan mendapatkan faktor
penyebab yang kemudian mengundang hasrat dari pelaku untuk
berbuat kejahtan seksual terhadap anak, sehingga anak menjadi korban
pelampiasan hawa nafsunya.

. Adanya pengaruh terhadap dunia maya dan media sosial

Diketahu oleh Modrenisasi dan teknologi yang memberikan arah yang
yang semakin canggih sehingga dapat ditemukan dan digunakan oleh
masyarakat yang mengarahkan mereka kearah yang menyimpang
sehingga akan menimbulkan faktor penyebab kehahatan seksual yang
terjadi kepada anak. Adapun yang menjadi terfokuskan ke dalam hal
ini adalah adanya komunikasi dan media massa. Tak dapat dielakkan
lagi bahwa adanya efesiensi dan adanya efektifitas yang menjadi daya
tarik dari tindakan yang ingin melakukan kejahatan tersebut dalam
menggunakan teknologi yang kemudian akan mejadikan sebagai alat
komunkasi dan menjadikan alat ukur informasi sehingga miris sekali

untuk melakukan kejahatan seksual.



Dalam keadaan yang sebenarnya terjadi di dunia nyata, dapat dijumpai
beberapa contoh terhadap kasus kejahatan seksual teradap anak yang
sering terjadi di Kota Pekanbaru yang dimana fakor penyebabnya
adalah disebabkan oleh tindakan pemerkosaan ataupencabulan yang
anak mejadi korban yang disebabkan oleh pelaku yang terasang
langsung melepaskan atau bahkan memperlihatkan video yang tidak
baik untuk anak

Berdasarkan faktor yang dapat memicu seseorang anak yang
menjadikan ia sebagai korban dari adanya kejahatan seksual yang telah
dijelaskan tersebut, kurang lebih dapat memberitahu bagaimana
kondisi tentang seperti apa anak yang menjadi korban dalam kejahatan
seksual, baik dari mengenai adanya peranan yang ada pada anak yang
sejalan dengan kondisi anak dan kemudian anak juga apabila memilki
pengaruh yang baik baik itu secara langsung maupun tidak langsung

yang tentunya akan memberikan efek yang negative bagi anak tersebut



BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Anak korban kejahatan seksual di Kota Pekanbaru merupakan anak yang
menjasi korban yang telah mengalami rangsangan kejahatan seksual
terhadap dirinya kemudian Anak korban kejahatan seksual di Pekanbaru
merupakan anak yang memiliki karakter yang mendorong dirinya yang
menjadi korban kejahatan seksual seperti lemah fisiknya dan lah pada daya
fikirannya. Adapun yang menjadi anak korban kejahatan seksual yang
terdapat di wilayah hukum Polresta Pekanbaru adalah anak yang kurang
iman atau kepercayaan, adanya hubungan korban dengan pelaku, kurang
pendidikan terhadap korban, adanya krisis moral di masyarakat, adanya
teknolongi dan media sosial, kurang kasih sayang dan perhatian terhadap
anak korban san kurangnya pengasawasan orang tua atau keluarga korban,
serta kurangnya perhatian di lingkungan masyarakat setempat.Perlindungan
hukum yang dapat di berikan yaitu memberikan hak-hak anak yang dimana
sesuai dengan kebutuhan terhadap anak korban kejahatan seksual yaitu
mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang sesuai
kebutuhannya baik itu kebutuhan fisiknya, mentalnya, spritualnya dan
sosialnya dengan begitu akan membantu untuk memulihkan kondisi yang
dialami anak korban kejahatan seksual. Sebagaimana yang telah di rasakan
anak korban kejahatan seksual yaitu mengalami trauma yang begitu dalam

dan akan merasakan diwaktu yang jangka panjang. Selain itu anak korban



kejahatan seksual juga mendapatkan perlindungan hukum yang berupa
bantuan hukum, rehabilitasi dan pencegahan.

2. Adapun pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan
seksual di wilayah hukum Polresta Pekanbaru yaitu yang telah berdasarkan
sesuai dengam ketentuan perundang-undangan yang telah di tetapkan
aturannya. Mengenai proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap
anak korban kejahatam seksual adapun pihak yang berperan aktif untuk
melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab agar dapat memberikan
perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual. Kota
Pekanbaru adalah kota yang sangat memperhatikan anak sehingga
memaksimalkan segala hak-hak anak korban kejahatan seksual bisa
dipenuhi.

B. Saran

1. Mengenai segala bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban
kejahatan seksual yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undang.
Dengan begitu hanya ada keserasian hubungan antara setiap peraturan
perundang-undangan yang telah ditetapkan aturannya yang mengenai
aturan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual.

2 Untuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan
seksual bisa berjalan lancar dan maksimal, dengan itu harus adanya
pemantauan yang dilakukan secara khusus kepada para penegak hukum.
Adapun hukum yang menjadi alat digunakan untuk perlindungan hujun

terhadap anak korban kejahatan seksual dapat ditingkatkan lagi sehingga



nery wejysy sejsIaAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe jur uawnyoq

dapat menjamin untuk memenuhinya hak-hak anak yang telah menjadi
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